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Sambutan Redaksi

Assalamu’alaikumWr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
karunia dan kekuatan yang diberikan, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 17 
ini dapat sampai ke tangan para pembaca.

Dewasa ini kita semua memberikan perhatian serius pada masalah 
pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil, illegal migrant, ketahanan 
pangan, karakter kebangsaan dan pendidikan . Kompleksitas permasalahan 
tersebut membutuhkan kajian, kebijakan, solusi dan diseminasi pemahaman 
yang holistik untuk komponen bangsa.

Mencermati hal ini, Redaksi Jurnal Kajian Lemhannas RI pada edisi ini 
menyajikan berbagai kajian strategis tentang: Revitalisasi Kearifan Lokal, 
Pembangunan Manusia yang Berkarakter Pancasila Melalui Pendidikan Dasar 
dan Menengah, dan Penanganan Illegal Migrant.

Tidak kalah pentingnya, Jurnal tentang Urgensi Relevansi Kepentingan 
Pimpinan, Menyikapi Arus Imigran Gelap Menuju Australia, Strategi 
Ketahanan Pangan Nasional juga turut memperkaya edisi kali ini.

Besar harapan kami, kajian-kajian tersebut dapat menginspirasi 
segenap komponen bangsa untuk menyikapi dan mengaktualisasikan semua 
potensi yang dimiliki untuk bersinergi dengan program pemerintah, demi 

meningkatnya ketahanan nasional yang kita impikan bersama.

Pada kesempatan ini pula, kami sampaikan apresiasi yang begitu 
tinggi kepada seluruh pihak yang turut membantu terbitnya jurnal ini. 
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Urgensi Relevansi Kompetensi Pimpinan dalam 
Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil 

guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

I.	 Pendahuluan
Wilayah pesisir dan pulau kecil 

(P2K) memiliki nilai strategis karena 
sekitar 60 persen penduduk Indonesia 
hidup di wilayah P2K. Selain itu hampir 
95 persen kegiatan perikanan Indonesia 
terkonsentrasi pada Wilayah P2K dengan 
kontribusi sekitar 76 persen terhadap 
produksi perikanan nasional. Wilayah 
P2K beserta sumberdaya alamnya juga 
memiliki arti ekonomi yang penting 
bagi pembangunan, karena wilayah P2K 
merupakan kawasan yang secara hayati 
sangat produktif. Sekitar 85 persen dari 
biota laut kehidupannya bergantung 
pada ekosistem P2K, seperti hutan 
mangrove, padang lamun, terumbu 

karang dan estuaria (Tuwo dkk, 2005). 
Oleh sebab itu, wilayah P2K perlu 
mendapat perhatian yang sungguh-
sungguh dari semua pihak, khususnya 
para pimpinan.

Wilayah P2K menyimpan sejumlah 
persoalan. Pada gatra sumber kekayaan 
alam (SKA) terdapat persoalan ekologi 
yang perlu dicermati oleh para pimpinan, 
seperti rusaknya terumbu karang, 
hutan mangrove, pencemaran, tangkap 
lebih (overfishing), abrasi pantai, serta 
degradasi fisik habitat pesisir lainnya. 
Pada gatra sosial dan ekonomi terdapat 
masalah kesejahteraan. Sedangkan pada 
gatra politik terdapat persoalan 
kelembagaan akibat adanya konflik 

Prof. Dr. Ir. H. Ambo Tuwo, DEA
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kewenangan antar berbagai instansi, 
kerancuan dalam pengaturan, serta 
lemahnya penegakan hukum di wilayah 
P2K.

Salah satu hambatan dalam pem-
bangunan wilayah P2K adalah rendahnya 
relevansi kompetensi pimpinan. Kompetensi 
yang dimaksud adalah kemampuan 
mengelola potensi SKA dan kemampuan 
memahami kondisi sosial ekonomi dan 
kelembagaan masyarakat pada wilayah 
P2K. Penguasan kedua kompetensi 
ini oleh para pimpinan diharapkan 
dapat meningkatkan kontribusi potensi 
SKA dan sumberdaya manusia dalam 
pembangunan  di wilayah P2K.

II.	 Pengelolaan Potensi SKA 
Untuk dapat memanfaatkan potensi 

wilayah P2K, seorang pimpinan perlu 
memahami azas pengelolaan SKA dan 
prinsip pengelolan SKA secara terpadu 
dan berkelanjutan.(lihat gambar 1)

Keterpaduan mencakup keterpaduan 
perencanaan sektor secara horizontal 
dan vertikal. Keterpaduan perencanaan 
secara horizontal meliputi keterpaduan 
perencanaan dari berbagai sektor. 
Keterpaduan perencanaan vertikal 
meliputi keterpaduan kebijakan 
dan perencanaan mulai dari tingkat 
desa, kecamatan, kabupaten/kota, 
provinsi sampai nasional. Keterpaduan 
ekosistem darat dan laut menggunakan 
kombinasi pendekatan batas ekologis 
misalnya daerah aliran sungai (DAS), 
dan wilayah administratif provinsi, 
kabupaten atau kota, dan Kecamatan 
sebagai basis perencanaan. Ke-
terpaduan sains dan manajemen 
didasarkan pada masukan (input) 
data dan informasi ilmiah yang absah 
untuk memberikan berbagai alternatif 
dan rekomendasi bagi pengambilan 
keputusan dengan mempertimbangkan 
kondisi, karakteristik sosial-ekonomi-

Gambar 1. Alur pikir urgensi relevansi kompetensi pimpinan dalam pembangunan 
wilayah pesisir dan pulau kecil guna meningkatkan kesejahteraan masayarakat.

III.	 Asas Pengelolaan SKA 
Asas pengelolaan SKA pada wilayah P2K 

adalah: (1) keterpaduan; (2) desentralisasi 
penglolaan; (3) berkelanjutan; (4) ke-
terbukaan dan peran serta masyarakat; 
dan (5)  kepastian hukum (DKP, 2002). 

budaya kelembagaan dan biogeofisik 
lingkungan setempat. Keterpaduan antar 
wilayah atau daerah mengintegrasikan 
kebijakan dan perencanaan pemanfaatan 
SKA pada masing-masing wilayah atau 
daerah. Keterpaduan kebijakan ataupun 
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perencanaan antar daerah antara lain 
adalah mengendalikan faktor-faktor 
penyebab kerusakan SKA yang bersifat 
lintas wilayah atau daerah.

Sejalan dengan otonomi daerah   
maka kewenangan pengelolaan pesisir 
telah didesentralisasikan kepada 
pemerintah daerah sebagaimana 
diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) UU 
No. 32 Tahun 2004 (Anonim, 2004). Urusan 
pemerintah yang disentralisasikan 
tersebut meliputi bidang eksplorasi, 
eksploitasi, konservasi dan pengelolaan 
pengelolaan kekayaan laut, tata ruang 
dan administrasi serta penegakan 
hukum di laut. Untuk itu perlu 
diperkuat kemampuan kelembagaan 
perencanaannya untuk mengembangkan 
perencanaan pengelolaan sumberdaya 
pesisir di daerah.

Tujuan utama dari pengelolaan P2K 
secara terpadu adalah keberlanjutan 
pemanfaatan sumberdaya P2K dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup 
masyarakat dan pelaksanaan pem-
bangunan nasional dengan tidak 
mengorbankan kelestarian sumberdaya 
P2K dalam memenuhi kebutuhan 
generasi sekarang maupun generasi 
yang akan datang. 

Keterbukaan dalam penyusunan 
peraturan perundang-undangan akan 
memberikan kesempatan kepada 
masyarakat untuk memahami bahwa 
perencanaan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh pemerintah pada 
dasarnya untuk kepentingan masyarakat. 
Keterbukaan tersebut memberikan 
kesempatan bagi masyarakat untuk 
menambah wawasan dalam proses 

pengambilan keputusan yang dilakukan 
oleh pemerintah; sehingga kebijakan 
atau kegiatan yang dilaksanakan 
pemerintah dapat mengurangi potensi 
konflik pemanfaatan atau konflik 
yurisdiksi yang diakibatkan oleh 
penempatan kebijakan itu sendiri. 
Oleh sebab itu, konsultasi publik yang 
melibatkan stakeholder utama sejak 
proses perencanaan, pelaksanaan sampai 
tahap pengendalian adalah sangat 
penting (DKP, 2002).

Kepastian hukum merupakan 
prinsip utama dalam penyelenggaraan 
sistem pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa. Kepastian hukum sangat 
penting untuk menentukan siapa 
yang mempunyai akses, hak memiliki 
dan memanfaatkan SKA wilayah P2K. 
Pemilikan dan penguasaan SKA tersebut 
dilindungi oleh negara dan diakui oleh 
stakeholder lainnya; sehingga setiap 
orang atau kelompok dapat mengelola 
pesisir secara terencana dan memiliki 
rasa kepemilikan yang menjadi nilai 
dasar pelestarian tersebut. Kepastian 
hukum dapat memberikan rasa keadilan 
dan keamanan pada masyarakat dalam 
melaksanakan kegiatan pemanfaatan 
SKA tanpa intervensi oleh pihak kuasa 
atau pengguna SKA dari daerah lain 
(DKP, 2002). Bagi dunia usaha, kepastian 
hukum memberikan jaminan keamanan 
infestasinya dalam jangka panjang serta 
mengurangi resiko berusaha. Sedangkan 
bagi Pemerintah Daerah, kepastian 
hukum dapat menjamin konsistensi dan 
kebijakan pelaksanaan otonomi daerah 
secara penuh dan bertanggungjawab.
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IV.	 Prinsip Pengelolaan SKA Secara 
Terpadu dan Berkelanjutan

Ada empat alasan yang mendasari 
pentingnya pengelolaan P2K secara 
terpadu, yaitu: (1) secara empiris, 
terdapat keterkaitan ekologis, baik 
antar ekosistem di dalam kawasan P2K 
maupun antara kawasan P2K dengan 
lahan atas dan laut lepas; (2) dalam 
suatu kawasan P2K biasanya terdapat 
lebih dari satu jenis sumberdaya 
alamiah, sumberdaya buatan, dan 
jasa-jasa lingkungan yang dapat 
dikembangkan untuk kepentingan 
pembangunan; (3) dalam suatu kawasan 
P2K biasanya terdapat lebih dari satu 
kelompok masyarakat yang memiliki 
keterampilan atau keahlian dan 
kesenangan bekerja yang berbeda; (4) 
baik secara ekologis, maupun ekonomis 
pemanfaatan suatu kawasan P2K secara 
monokultur atau singe use adalah sangat 
rentan terhadap perubahan internal 
maupun eksternal yang menjurus pada 
kegagalan usaha; dan (5) kawasan P2K 
merupakan sumberdaya milik bersama 
yang dapat digunakan oleh siapa saja, 
dimana setiap pengguna SKA biasanya 
berprinsip memaksimalkan keuntungan. 

Pengelolaan sumberdaya P2K 
diarahkan pada upaya yang dapat 
memaksimalkan peran organisme 
hidup pada berbagai tingkatan 
tropik dalam mengalirankan energi 
dan mendaur ulang nutrien secara 
maksimal. Produktivitas organisme dan 
keberlanjutan pemanfaatan sangat 

ditentukan oleh aliran energi dan siklus 
nutrien. Oleh karena itu, pengelolaan 
secara berkelanjutan tidak akan 
terwujud bilamana dalam pengelolaan 
suatu SKA dan lingkungan, aliran energi, 
siklus nutrien dan peran organisme 
terganggu.

Pada ekosistem yang dieksploitasi 
secara tidak wajar, misalnya penebangan 
mangrove secara berlebihan atau 
pemboman pada ekosistem karang, 
dapat menyebabkan bergesernya 
bentuk keseimbangan dari kondisi stabil 
ke labil, sehingga terjadi gangguan 
hubungan fungsional organisme yang 
berakibat pada inefisiensi dalam hal 
aliran energi dan siklus nutrien; yang 
pada tingkat lanjut dapat menyebabkan 
kerugian secara ekologi dan ekonomi. 
Sebagai contoh, eksploitasi berlebihan 
terhadap bivalvia Pecten maximus 
yang harganya sekitar US$20 per kg 
menyebabkan energi yang tidak lagi 
termanfaatkan oleh Pecten maximus 
dimanfaatkan oleh jenis bivalvia lainnya, 
yaitu Clamis varia yang harganya hanya 
sekitar US$2 per kg. Meskipun secara 
ekologis telah terbentuk keseimbangan 
aliran energi dan siklus materi yang 
baru, namun secara ekonomi, hal ini 
kurang menguntungkan karena nilai 
sumberdaya menurun dari US$20 per 
kg ke US$2 per kg (Tuwo, 2011). Oleh 
karena itu, pengelolaan SKA harus 
menghindari bentuk pemanfaatan 
yang dapat menyebabkan kerusakan 
lingkungan dan kerugian sosial ekonomi.
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V.	 Kondisi Sosial, Ekonomi dan 
Kelembagaan Masyarakat

Untuk dapat melakukan pem-
berdayaan masyarakat secara efektif, 
seorang pemimpin harus memahami 
dengan baik kondisi sosial, ekonomi 
dan kelembagaan masyarakat di 
wilayah P2K agar mampu membuat 
membuat kebijakan yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 
Tantangan utama pimpinan adalah 
masih rendahnya tingkat pemanfaatan 
SKA yang ada pada wilayah P2K. Hal 
ini disebabkan oleh, antara lain : (1) 
perhatian pemerintah dan masyarakat 
yang masih mengutamakan eksploitasi 
daratan; (2) kualitas sumberdaya 
manusia yang terlibat dalam sektor 
kelautan relatif masih rendah, khsusnya 
di perikanan tangkap; (3) introduksi 
teknologi baru dalam perikanan 
tangkap tidak terjangkau oleh nelayan 
yang kondisi sosial ekonominya rendah, 
dan (4) sistem kelembagaan yang ada 
belum mendukung pengembangan 
sektor kelautan (Budiharsono, 2001).

Kondisi ini juga menyebabkan 
belum optimalnya tingkat produksi 
dari setiap unit usaha atau unit 
penangkapan, terutama nelayan-
nelayan skala kecil. Tingkat produksi 
yang belum optimal di satu sisi dan 
biaya produksi atau operasional yang 
tinggi di sisi lain, menyebabkan tingkat 
pendapatan nelayan menjadi rendah 
dibandingkan dengan profesi lain. Hal 
ini dapat dijumpai di berbagai wilayah 
P2K di Indonesia. Salah satu ciri yang 
sangat menonjol dari kehidupan 
nelayan di Indonesia adalah tingkat 

kesejahteraan yang rendah. Secara 
umum masyarakat nelayan lebih miskin 
dibanding masyarakat petani. Hal ini 
terutama karena tantangan alam yang 
dihadapi masyarakat nelayan sangat 
berat termasuk faktor musim, pola 
kerja yang homogen (hanya satu sumber 
penghasilan), keterbatasan penguasaan 
modal (perahu dan alat tangkap), 
keadaan pemukiman dan perumahan 
yang kurang memadai (Rahardjo, 1999).

Permodalan merupakan faktor 
penting dalam menunjang kelancaran 
kegiatan usaha perikanan. Ketersediaan 
modal merupakan masalah utama 
yang dihadapi oleh masyarakat P2K. 
Masyarakat sangat sulit mengakses 
kredit dari perbankan karena faktor 
resiko yang tinggi sehingga perbankan 
sangat hati-hati dalam menyalurkan 
kredit modal di sektor perikanan 
(Nurfaizah, 2005).

Gambar 2. Ciri pemimpin kompeten 
dalam pembangunan wilayah pesisir 
dan pulau kecil 
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Masyarakat pesisir dan pulau-pulau 

kecil biasanya hidup berkelompok sehingga 

tercermin dari pola pemukimannya yang 

terpusat dan menghadap ke laut. Mereka 

juga berkelompok dalam kegiatan 

usaha penangkapan dan umumnya 

terpola pada hubungan kerja patron-

klien (ponggawa-sawi), sebagai pola 

yang telah lama melembaga. Selama 

ini, intervensi pemerintah dilakukan 

melalui program pemberdayaan yang 

mengharuskan berkelompok sehingga 

setiap program disertai dengan kegiatan 

penguatan kelembagaan, baik kelembagaan 

yang sudah ada sebelumnya maupun 

yang baru terbentuk. Penguatan 

kelembagaan terfokus pada tiga unsur 

utama, yaitu : (1) aturan dan prosedur 

(norms and rules), (2) organisasi 

(organization) dan (3) sumberdaya 

(resources).

Kelompok sosial merupakan bentuk 

himpunan atau kesatuan masyarakat 

P2K yang dilandasi oleh hubungan antara 

mereka. Hubungan tersebut dapat 

menyangkut hubungan timbal balik yang 

saling mempengaruhi dan mengandung 

unsur kesadaran untuk saling menolong. 

Kelempok ini terbentuk karena adanya: 

(1) kesadaran bahwa dia merupakan 

bagian dari kelompok; (2) hubungan 

timbal balik antar anggota; (3) tujuan 

dan kepentingan yang sama; (4) struktur 

dan pola perilaku; dan (5) sistem dan 

proses (Soekamto, 1997). Kelompok 

tersebut berjalan dan berproses dengan 

melalui suatu dinamika. Dinamika 

kelompok menekankan pada pengaruh 

interaksi sosial dan hubungan timbal 

balik yang saling mempengaruhi di 

dalam kehidupan berkelompok. Kondisi 

ini diwakili oleh pembentukan perilaku 

kelompok dan anggotanya untuk 

mencapai tujuan kelompok (Santoso, 

1992).

VI.	 Penutup
Untuk menjadi seorang pemimpin 

yang sukses dalam membangun 

wilayah P2K, tidak cukup dengan 

hanya berbekal bakat kepemimpinan. 

Pemimpin harus senantiasa melakukan 

peningkatan relevansi kompetensi yang 

terkait dengan kondisi wilayah P2K 

yang sangat kompleks. Peningkatan 

relevansi kompetensi yang dimaksud 

adalah kemampuan mengelola potensi 

SKA dan pemahaman akan kondisi sosial 

ekonomi dan kelembagaan masyarakat 

pada wilayah P2K. Seorang pimpinan 

yang kompeten memiliki mata yang 

besar sehingga dapat mengamati 

potensi wililayah tugasnya, telinga yang 

besar sehingga dapat mendengarkan 

aspirasi dan keinginan masyarakat, 

tangan yang besar sehingga dapat 

membantu percepatan pembangunan, 

kaki yang besar sehingga dapat bekerja 

secara bekerja efektif dan efisien, dan 

menguasai seperangkat tool atau alat 

bantu dalam pemanfaatan SKA dan 

pemberdayaan masyarakat (Gambar 2).
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Menyikapi Arus Imigran Gelap Menuju Australia 
guna Mengamankan Kepentingan Nasional 

Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional

Latar Belakang
Migrasi penduduk adalah proses 

gerak penduduk dari suatu wilayah 
ke wilayah lain dalam jangka waktu 
tertentu melewati batas negara atau 
batas administrasi dengan tujuan untuk 
menetap1. Migrasi dapat terjadi dalam 
satu negara maupun antar negara. 
Migrasi antar negara terdiri dari (1) 
Imigrasi, yaitu masuknya penduduk 
dari satu negara ke negara lain, (2) 
Emigrasi, yaitu keluarnya penduduk 
dari satu negara ke negara lain, dan (3) 
Remigrasi, yaitu kembalinya imigran 
ke negara asalnya. Sementara migrasi 
dalam satu negara terdiri dari (1) 

transmigrasi, dan (2) urbanisasi. Migrasi 
antar negara tidak menimbulkan 
masalah dan bahkan merupakan 
peluang untuk pengembangan sebuah 
negara di era global ini. Namun, hal 
akan menjadi berbeda ketika migrasi 
menjadi ilegal, khususnya bagi negara 
yang menjadi tempat transit dan 
tempat tujuan migrasi. Imigrasi disebut 
ilegal adalah ketika imigran tidak 
memiliki dokumen resmi dan legal 
seperti paspor dan visa untuk memasuki 
sebuah negara. Dalam banyak kasus, 
para imigran gelap kemudian mencoba 
mengubah statusnya menjadi pencari 
suaka. Selanjutnya, istilah imigrasi/
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imigran ilegal di dalam artikel ini 
disebut sebagai imigrasi/imigran gelap.

Dua alasan utama yang melatar-
belakangi terjadinya imigrasi gelap 
ke Australia, yaitu: (1) alasan politik, 
karena peperangan, diskriminasi dan 
ketertindasan di negara asal, (2) 
alasan ekonomi untuk mencari 
kehidupan lebih baik, karena Australia 
dipandang sebagai negara makmur 
dengan jumlah penduduk yang rendah 
dan memberikan jaminan sosial bagi 
warganya. Celakanya, imigrasi ke 
Australia paling mudah adalah melalui 
Indonesia yang secara geografis berada 
paling dekat dengan Australia. Bentuk 
negara Indonesia yang kepulauan 
memiliki ribuan pintu masuk, baik dari 
bandara, pelabuhan (baik pelabuhan 
besar maupun “pelabuhan tikus”), 
perbatasan darat maupun perairan. 
Indonesia memiliki garis pantai yang 
panjang, yang dapat menjadi tempat 
berlabuh berbagai kapal berukuran 
kecil. Indonesia terletak di posisi silang 
jalur lalu lintas perdagangan dunia 
yang tidak boleh ditutup. Belum lagi 
kemampuan Indonesia yang belum 
cukup untuk mengawal daerah perairan 
yang demikian luas, baik dalam hal 
teknologi, peralatan maupun jumlah 
personil. Itu semua menyebabkan 
derasnya arus imigran gelap yang 
masuk ke Indonesia dengan tujuan akhir 
Australia. Artikel ini akan menyoroti 
mengenai arus imigran gelap menuju 
Australia melalui Indonesia, dan 
menganalisis pengaruhnya terhadapnya 
kepentingan nasional Indonesia.

Arus imigran gelap ke Australia melalui 
Indonesia

Jumlah imigran gelap, termasuk 
pencari suaka di Indonesia terus 
menerus meningkat di beberapa 
tahun belakangan ini (lihat Tabel 1). 
Sebagian besar imigran gelap tersebut 
berasal dari Afganistan (59 %), disusul 
Iran (9 %), Pakistan (6 %) dan sisanya 
Irak, Myanmar, Sri Lanka, dan Somalia 
(Gambar 1). Mereka ditempatkan di 
13 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) 
di Indonesia. Imigran gelap ini 
membawa masalah bagi Indonesia 
karena membebani keuangan negara, 
membawa potensi masalah sosial karena 
kerap melarikan diri dari Rudemin, 
serta membawa ancaman penyebaran 
narkoba dan terorisme. Lebih lanjut, 
kedatangan imigran gelap ini juga 
berpotensi berlanjut ke penyelundupan 
dan perdagangan manusia (people 
smuggling and trafficking) yang 
merupakan kejahatan transnasional. 

Tahun
Jumlah imigran 

gelap di Indonesia

2012 5.732
2011 4.052
2010 3.905
2009 3.230
2008 389

Tabel 1. Jumlah imigran gelap di Indonesia
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Gambar 1. Proporsi asal imigran gelap 
di Indonesia

Kerjasama Australia – Indonesia dalam 
Menangani Imigran Gelap dan Dampaknya 
bagi Kepentingan Nasional Indonesia

Australia menginisiasi pertemuan 
multilateral Bali Process pada tahun 
2002 yang dihadiri 45 anggota termasuk 
United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR), the International 
Organization for Migration (IOM) dan 
the United Nations Office of Drugs 
and Crime (UNODC)3. Pertemuan ini 
menandai keseriusan Australia dalam 
menangani imigran gelap yang semakin 
membanjir. Sebagai kelanjutan, pada 
bulan Maret 2011, disetujui Regional 
Cooperation Framework (RCF) yang 
mengikat anggota untuk melakukan 
kegiatan aktif untuk memberantas 
penyelundupan dan perdagangan 
manusia (imigran gelap) dan kejahatan 
transnasional. 

Dalam konteks bilateral, untuk 
mengoptimalkan tujuan penanganan 
imigran gelap, secara khusus Australia 
berusaha menjalin kerjasama dengan 

Indonesia dalam bentuk sebuah 
perjanjian. Pada 13 November 
2006, Menteri Luar Negeri Indonesia 
dan Menteri Luar Negeri Australia 
menandatangani Australia-Indonesia 
Agreement on the Framework for 
Security Cooperation, atau lebih 
dikenal dengan Lombok Treaty, yaitu 
traktat tentang perjanjian kerjasama 
keamanan antar kedua negara. 
Pasal 3 ayat 7 poin (a) dalam traktat 
tersebut menyebutkan bahwa dalam 
penegakan hukum, salah satu kerjasama 
yang dijalin adalah dalam bidang 
penyelundupan dan perdagangan 
manusia, yang mengacu pada imigran 
gelap Salah satu wujud kerjasama 
tersebut adalah diberikannya bantuan 
dana dari Australia sebesar 50 juta 
dollar Australia pada tahun 2009 untuk 
“memperkuat” kemampuan Indonesia 
dalam menangani imigran gelap, yang 
oleh Perdana Menteri Australia saat itu, 
Kevin Rudd, disebut sebagai Indonesian 
Solution, yang dimanfaatkan oleh 
Imigrasi Indonesia. Selain itu, kerjasama 
pihak Kepolisian Indonesia dengan 
Kepolisian Australia juga berlangsung 
melalui pemberian bantuan sebesar 
3,6 juta USD pada tanggal 5 Juli 2010, 
guna memburu para pencari suaka di 
perairan Indonesia, agar tidak sampai 
di perairan Australia. 

Selain Indonesian Solution, Australia 
juga memiliki kebijakan Pacific Solution 
dalam menangani imigran gelap. Sejak 
Agustus 2012, Pemerintah Australia 
telah menerapkan sistem pemrosesan 
di negara ketiga bagi pencari suaka 
yang tiba di titik lepas pantai seperti 
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Christmas Island. Dengan kembalinya 
Partai Liberal memegang tampuk 
pemerintahan di Australia, kebijakan 
ini semakin keras, dimana sejak Mei 
2013, sistem pemrosesan di negara 
ketiga ini diterapkan bagi pencari suaka 
yang tiba dengan perahu di wilayah 
manapun di Australia. Dengan sistem 
ini, siapapun yang tiba di perairan 
Australia, akan dibawa ke negara 
ketiga dan akan diproses di negara 
ketiga tersebut. Pada tanggal 19 Juli 
2013 dan 3 Agustus 2013, pemerintah 
Australia menandatangani perjanjian 
pengaturan penempatan pencari suaka 
dengan pemerintah Papua Nugini dan 
Nauru. Dengan perjanjian ini, maka 
pencari suaka yang dipindahkan dari 
Australia, bukan hanya diproses di 
negara tersebut, namun bila diputuskan 
bahwa status mereka adalah pengungsi, 
mereka akan tetap tinggal di negara 
tersebut dan bukan di Australia.

Sejalan dengan semakin kerasnya 
kebijakan Australia terhadap imigran 
gelap, catatan penangkapan kapal berisi 
pencari suaka dan imigran gelap oleh 
pihak Indonesia terus bertambah seperti 
dilansir berbagai media nasional. Pada 
tanggal 7 September 2013 ditangkap 
106 orang di sebuah kapal di kawasan 
pantai selatan Brumbun, Tulungagung, 
yang terdiri dari warga negara Somalia, 
Srilanka, Irak, Iran, dan Myanmar. 
Sebelumnya pada tanggal 7 Agustus 
2013, kapal berisi 67 orang yang 
sebagian besar berkewarganegaraan 
Iran dan Afganistan ditangkap di sekitar 
perairan pantai utara perbatasan 
Jakarta dengan Tangerang. Beberapa 

hari sebelumnya tanggal 26 Juli 
2013, sebanyak 12 orang berasal dari 
Myanmar, Bangladesh dan Pakistan 
ditemukan di Pelabuhan Bakauheni, 
Lampung Selatan. Sementara tanggal 
19 Juni 2013, sebanyak 51 imigran 
gelap dari Iran telah diamankan Satpol 
Air di Teluk Jakarta. Mayoritas dari 
para imigran gelap yang tertangkap 
adalah bahwa mereka sedang dalam 
perjalanan menuju Australia. 

Dampak kebijakan penanganan 
imigran gelap Australia yang semakin 
keras, semakin tidak menyenangkan 
untuk Indonesia. Sebagai contoh, pada 
bulan Januari 2014, sebuah sekoci 
ditemukan terdampar di Pelabuhan 
Ratu yang membawa puluhan imigran 
gelap berasal dari Iran dan Sri Lanka. 
Menurut pengakuan, mereka tertangkap 
di perairan Australia, dan kemudian 
dibawa berkeliling Christmas Island, 
difoto dan kemudian dipindahkan 
ke sebuah sekoci dan dikawal oleh 
Komando Penjaga Perbatasan Australia 
hingga memasuki perairan Indonesia7. 
Sungguh suatu tindakan yang tidak 
mencerminkan kehidupan bertetangga 
yang baik. Dalam hal Pacific Solution, 
berfungsinya processing centre di 
Pulau Manus Papua Nugini dan di Nauru 
mulai menuai masalah. Pada tanggal 
17 Februari 2014 terjadi kerusuhan di 
Detention Centre di Pulau Manus yang 
menyebabkan 77 orang terluka dan 
1 orang warga negara Iran meninggal 
dunia8. Hal ini menimbulkan gelombang 
protes di dalam negeri Australia sendiri.

Dinamika penanganan imigran 
gelap ini perlu dianalisis dari sudut 
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geopolitik. Dari sudut pandang politik, 
perlu diwaspadai adanya pendapat 
bahwa “kesuksesan” penangkapan para 
imigran gelap oleh pihak Indonesia 
merupakan efek langsung dari 
pemberian bantuan oleh Australia. 
Penerimaan bantuan untuk penanganan 
imigran gelap ini memberi kesan bahwa 
Indonesia akan mengikuti skenario yang 
dibuat oleh Australia. Hal ini secara 
politis kurang menguntungkan buat 
Indonesia. Dunia Arab dan Islam dapat 
melihat bahwa Indonesia “berpihak” 
terhadap Australia dalam membendung 
banjirnya imigran gelap, yang notabene 
sebagian besar beragama Islam. Lebih 
lanjut, hal ini dapat mempengaruhi 
hubungan bilateral antara Indonesia 
dan negara asal imigran (seperti 
Pakistan, Iran, Irak, dll). Di dalam 
negeri Australia ini sendiri, isu ini 
banyak digunakan oleh Partai Liberal 
untuk menaikkan popularitasnya – 
dengan mengambil tagline “Protecting 
Our Borders” – sambil membentuk citra 
negatif terhadap Islam dan Indonesia. 

Kerugian lainnya, bila Indonesia 
dibanjiri terus oleh imigran gelap akan 
mengundang UNHCR untuk membentuk 
processing centre tetap dengan alasan 
HAM dan sejenisnya. Dari sisi ekonomi, 
pengadaan processing centre ini akan 
memakan anggaran negara yang cukup 
besar, baik untuk menopang kebutuhan 
hidup imigran gelap tersebut, serta 
menyediakan fasilitas dan personil 
terkait. Selain itu, dari sudut sosial 
budaya, potensi masuknya narkoba dan 
kerusuhan di sekitar Rudenim, perlu 
diwasdapai. Dan dari sisi pertahanan 

keamanan, potensi masuknya terorisme 
dan intelejen asing melalui imigran 
gelap ini merupakan ancaman untuk 
Indonesia yang sangat perlu diwaspadai.

Namun, dibalik semua ancaman, 
Indonesia dapat mengambil sisi positif 
dalam hal penanganan imigran gelap 
ini. Isu penanganan imigran gelap dapat 
digunakan oleh Indonesia untuk menekan 
Australia ketika masalah separatisme 
Papua, HAM, dan sejenisnya diangkat 
oleh siapapun di Australia. Dari sisi 
ekonomi, bantuan yang diberikan dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan 
kemampuan patroli pengawasan 
pantai dan surveillance, yang bukan 
hanya untuk memantau imigran gelap. 
Peningkatan kemampuan ini dapat 
sekaligus menutup akses ke “pelabuhan 
tikus” dan mengawasi illegal fishing. 
Secara politis, kemampuan dalam 
menangani imigran gelap ini akan dapat 
meningkatkan posisi tawar Indonesia di 
tingkat dunia, bahwa Indonesia dapat 
dianggap sebagai inisiator penyelesaian 
masalah pengungsi, dengan mengajak 
negara terkait untuk berunding 
mencari solusi terhadap masalah ini. 
Jika berhasil, Indonesia dapat menjadi 
role model bagi penyelesaian masalah 
imigran gelap.

Kesimpulan
Dari uraian dan analisis di atas, 

dapat diambil kesimpulan bahwa jika 
arus imigran gelap ke Australia melalui 
Indonesia tidak diantisipasi dan dikelola 
secara baik akan berpotensi merugikan 
Indonesia baik dari segi ideologi, politik, 
sosial budaya, ekonomi dan pertahanan 
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keamanan. Namun sebaliknya, bila 
dapat dikelola dengan baik dan 
proporsional akan meningkatkan citra 
Indonesia di mata dunia internasional. 
Diperlukan kebijakan yang integral dan 
komprehensif antar instansi terkait, yang 
direncanakan dan diimplementasikan 
oleh pemerintah Indonesia sendiri 
sesuai dengan kepentingan nasional 
Indonesia, bukan merupakan pesanan 
atau pendiktean dari negara asing.
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Strategi Ketahanan Pangan Nasional 
guna Meningkatkan Kemandirian dan 
Daya Saing Ekonomi dalam Rangka 

Ketahanan Nasional

Abstrak
Indonesia sebenarnya mempunyai 

endowment factor yang memadai untuk 
ketahanan pangan.  Letak geografi yang 
menguntungkan, lahan pertanian yang 
cukup luas dan subur, daya dukung alam 
yang masih relatif kondusif, serta budaya 
masyarakat yang masih cenderung 
agraris adalah kekuatan utama bagi 
Indonesia untuk mengimplementasikan 
strategi ketahanan pangan. Namun 
implementasi strategi tersebut tidak 
lepas dari beberapa kendala, terutama 
yang berkaitan dengan diversifikasi 
pangan, kemandirian, kedaulatan 
dan daya saing  pangan serta akses 

penduduk pada pangan.  Kendala 
tersebut terutama disebabkan oleh: 
sistem logistik pangan yang belum 
memadai, masih rendahnya nilai tukar 
petani, semakin menurunnya luas 
lahan pertanian dan daya dukung alam, 
belum terpadunya kebijakan ketahanan 
pangan serta  semakin buruknya 
diversifikasi pangan.

Ke depan strategi ketahanan 
pangan harus berbasis pada resource 
and knowledge based strategy dengan 
memberikan prioritas pada peningkatan 
nilai tukar petani, ketersediaan lahan 
pertanian, peningkatan daya dukung 
alam, perbaikan teknologi pertanian, 

PROF DR. MIYASTO, SU
Tenaga Akhli Pengkaji Bidang Ekonomi
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strategi pasca panen dan penguatan 
sistem logistik pangan (dengan membangun 
sistem konektivitas antara surplus 
dan defisit unit).   Strategi ketahanan 
pangan nasional juga harus dilakukan 
secara komprehensif dan terpadu, 
sehingga strategi tersebut mampu 
meningkatkan kemandirian dan daya 
saing ekonomi dalam rangka ketahanan 
nasional.  

I.	 Pendahuluan
Strategi Ketahanan Pangan Nasional 

hendaknya tidak hanya diarahkan 
untuk untuk mencapai kecukupan akan 
pangan, tetapi juga lebih diarahkan 
untuk mencapai kemandirian dan  
kedaulatan  pangan (swasembada 
pangan) serta  peningkatan daya saing 
produk-produk pangan nasional dalam 
rangka Ketahanan Nasional.  Kita 
mengetahui bahwa pangan adalah 
komoditi yang sangat strategis bagi 
ketahanan nasional.  Ketersediaan dan 
keterjangkauan pangan merupakan 
indikator kunci bagi stabilitas nasional.  
Pengalaman krisis yang terjadi di 
Indonesia, baik pada tahun 1965 
maupun 1998 pemicu  utamanya adalah 
kenaikan harga pangan yang sangat 
tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh 
masyarakat.   Kondisi ini menimbulkan 
distrust masyarakat terhadap Pemerintah 
yang pada akhirnya menyebabkan 
jatuhnya Pemerintah.

Komoditi pangan di samping strategis 
bagi  stabilitas nasional,  juga merupakan 
komoditi yang sangat penting bagi  
upaya untuk meningkatkan kemandirian 
dan daya saing ekonomi Indonesia di 

pasaran global.  Oleh karena itu strategi 
ketahanan pangan nasional yang ber-
orientasi pada swasembada harus 
diarahkan juga  untuk meningkatkan 
kualitas dan efisiensi produk-produk 
pangan nasional, sehingga mampu 
berkompetisi di pasaran dunia.  Saat 
ini produk-produk pangan Indonesia 
tidak hanya kalah bersaing di pasaran 
dunia, tetapi di pasar domestik pun kita 
cenderung kalah untuk berkompetisi.  
Kondisi ini ternyata membawa implikasi 
pada masih rendahnya daya saing 
ekonomi nasional di pasaran dunia.

Suatu hal yang sangat meng-
gembirakan kita  adalah hasil studi 
dari World Economic Forum yang 
menyatakan bahwa indeks daya saing 
Indonesia pada tahun 2013-2014 
mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan dibandingkan dengan indeks 
daya saing pada tahun 2012-2013,  yaitu 
dari ranking ke 50 menjadi ranking 
ke 38 dari 186 negara yang diteliti.  
Sebelumnya indeks daya saing Indonesia 
cenderung mengalami penurunan, yaitu  
dari ranking 44 (tahun 2010-2011),  
turun menjadi ranking 46 (tahun 2011-
2012) dan turun lagi menjadi ranking 50 
(tahun 2012-2013).   Beberapa hal yang 
menyebabkan turunnya indeks daya 
saing tersebut adalah masih belum 
maksimalnya pelayanan birokrasi, masih 
belum tertanganinya korupsi dengan 
baik, dan infrastruktur wilayah yang 
masih belum memadai.  

Satu hal sangat penting untuk 
meningkatkan daya saing ekonomi 
nasional adalah kemandirian ekonomi, 
terutama untuk komoditi-komoditi 
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strategis di antaranya adalah pangan dan 
energi.   Dalam kaitan dengan pangan, 
sebenarnya beberapa komoditi pangan 
Indonesia, misalnya beras, jagung, 
daging ayam, daging sapi dan susu 
boleh dikatakan mengalami surplus.  
Memang ada beberapa komoditi pangan 
lain yang memang masih harus diimpor, 
yaitu kedelai, gula, dan buah-buahan.

Ketahanan pangan di Indonesia 
masih menghadapi beberapa kedala 
yang yang cukup serius.  Kendala 
tersebut tidak hanya berkaitan dengan 
kemampuan produksi nasional untuk 
memenuhi kebutuhan pangan,  namun 
juga berkaitan dengan lemahnya 
daya tahan demand (karena import 
minded yang terlalu tinggi)  dan tidak 
dilakukannya strategi portfolio secara 
sistematik dalam  kebijakan ketahanan 
pangan nasional.   Perdagangan bebas 
dan regionalisasi perdagangan yang 
seharusnya memberikan peluang 
pada Indonesia untuk meningkatkan 
kapasitas pasar dari produk-produk 
pangan nasional, namun ternyata yang 
terjadi justru sebaliknya, produk-
produk imporlah yang membanjiri pasa-
pasar domestik di Indonesia.  Kondisi 

inilah yang harus diperbaiki dalam 
strategi ketahanan pangan nasional.  

Ada tiga topik utama yang dibahas 
dalam tulisan ini, yaitu pertama, 
potret ketahanan pangan nasional.  
Kedua,  faktor-faktor determinan bagi 
ketahanan pangan nasional dan ketiga, 
strategi Ketahanan Pangan.

II.	 Potret Ketahanan Pangan 
Indonesia
Berdasarkan tolok ukur yang 

dikembangkan di Laboratorium 
Ketahanan Nasional, untuk studi tahun 
2013, dilihat secara agregat pada 
tingkat nasional ketahanan pangan 
Indonesia  sebenarnya berada pada 
posisi cukup tangguh, yaitu dengan 
skor  3,48.  Namun dilihat per provinsi 
terdapat lima Provinsi yang mempunyai 
posisi rawan (warna merah), 16  provinsi 
yang mempunyai posisi kurang tangguh 
(warna kuning),  delapan  provinsi 
cukup tangguh (warna hijau),  tiga 
provinsi Tangguh (warna biru) dan  satu 
provinsi, yaitu Jawa Timur mempunyai 
posisi sangat tangguh (warna ungu), 
(lihat Gambar  dan Tabel 3).

Sumber: Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhannas RI, 2013
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No. Jenis Komoditi Pangan Persentase Produksi Terhadap Kebutuhan
1 Beras 115,9
2 Gula 89,95
3 Jagung 125,22
4 Kedelai 65,04
5 Daging Ayam 124,72
6 Daging Sapi 159,61
7 Sayuran 56,57
8 Buah-buahan 5,61
9 Susu 110,46

10 Telur 65,85

Sumber: Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhannas RI (yang diolah kembali).

Tabel 1. Potret Ketahanan Pangan Nasional (Studi Tahun 2013)

Secara Nasional, dilihat berdasarkan 
perbandingan antara produksi dengan 
kebutuhan pangan, beberapa jenis 
komoditi, yaitu beras, jagung, dan 
daging ayam,  daging sapi dan susu 
sebenarnya Indonesia sudah dikatakan 
swasembada pangan, karena jumlah 
produksi lebih besar dibandingkan 
dengan kebutuhannya. Dari Tabel 1 
dapat dilihat bahwa untuk komoditi 
beras persentase produksi terhadap 
total kebutuhannya sudah mencapai 
115,9 persen. Jadi secara nasional 
dalam soal beras kita surplus, demikian 
juga untuk jagung (125,22 persen), 
daging ayam (124,72 persen), daging 
sapi (159,61 persen), dan susu (110,46 
persen). Beberapa jenis komoditi 
pangan yang produksinya masih dibawah 
kebutuhan adalah; gula, kedelai, 
sayuran, buah-buahan, susu dan telur.

Pertanyaannya adalah mengapa 
untuk beberapa komoditi pangan yang 
secara nasional surplus kebutuhan 
pangan untuk  beberapa daerah defisit 

bahkan rawan,  tidak dapat dilakukan 
dengan alokasi komoditi pangan surplus 
ke defisit unit, sehingga kebutuhan 
pangan untuk daerah defisit tidak perlu 
dipenuhi dari impor.    Tabel 2 di bawah 
ini memberikan informasi mengenai 
potret ketahanan pangan berdasarkan 
jumlah provinsi yang telah dan yang 
belum mampu memenuhi kebutuhan 
akan pangan.

Tabel 2 di samping menunjukkan 
bahwa untuk beberapa komoditi yang 
surplus pangan,  ternyata belum semua 
provinsi mengalami surplus tersebut.   
Ada beberapa provinsi yang mengalami 
defisit, bahkan rawan (lihat Tabel 3).  
Beras misalnya, ternyata hanya 22 
provinsi yang mengalami surpus, 
sedangkan 11  provinsi lainnya masih 
defisit.  Jagung hanya 12 provinsi yang 
surplus, sedangkan 21 provinsi lainnya 
masih defisit.  Daging ayam, hanya 16 
provinsi yang surplus sedangkan 17 
provinsi masih defisit. Demikian juga 
daging sapi, hanya 23 provinsi yang 
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No. Jenis Komoditi 
Pangan

Dilihat dari 
Tingkat 

Nasional

Jumlah Provinsi yang 
produksinya di atas 

kebutuhan

Jumlah Provinsi yang 
produksinya di bawah 

kebutuhan

1 Beras > 100% 22 11

2 Gula < 100% 7 26

3 Jagung > 100% 12 21

4 Kedelai < 100% 4 29

5 Daging Ayam > 100% 16 17

6 Daging Sapi > 100% 23 10

7 Sayuran < 100% 14 19

8 Buah-buahan < 100% 12 21

9 Susu > 100% 3 30

10 Telur < 100% 8 25
Sumber: Berdasarkan Studi Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhannas RI  
tahun 2013 yang diolah kembali.

surplus, sedangkan 10 provinsi lainnya 
masih defisit. Demikian juga susu, 
3 provinsi surplus, sedangkan 30 provinsi 

defisit. Rincian Ketahanan pangan 
masing-masing provinsi dapat dilihat 
pada Tabel 3.

Tabel 2.  Potret Ketahanan Pangan dilihat dari jumlah Provinsi yang telah dan 
belum mampu memenuhi kebutuhan (Studi Tahun 2013)

Skor Rank Nilai Skor Nilai Skor 
1 JAWA TIMUR 4.45 1 233,93 5.00 203,36 5.00
2 JAWA TENGAH 4.04 2 376,21 5.00 101,1 5.00
3 JAWA BARAT 3.78 3 188,15 5.00 1,17 1.00
4 LAMPUNG 3.56 4 679,67 5.00 1.016,50 5.00
5 SUMATERA UTARA 3.40 5 199,58 5.00 31,2 1.00
6 SULAWESI SELATAN 3.30 6 226,86 5.00 43,94 1.00
7 NUSA TENGGARA BARAT 3.12 7 191,5 5.00 0 1.00
8 D.I. YOGYAKARTA 3.06 8 200,47 5.00 133,23 5.00
9 SUMATERA BARAT 3.03 9 383,11 5.00 1.109,69 5.00

10 BALI 2.88 10 112,75 5.00 0 1.00
11 KALIMANTAN SELATAN 2.67 11 248,04 5.00 0 1.00
12 ACEH 2.61 12 171,61 5.00 0 1.00
13 SULAWESI UTARA 2.53 13 310.971 5.00 0 1.00
14 KALIMANTAN TENGAH 2.52 14 149,16 5.00 0 1.00
15 KALIMANTAN BARAT 2.51 15 224,45 5.00 1.974,28 5.00
16 SUMATERA SELATAN 2.50 16 326,48 5.00 58,29 1.00
17 KALIMANTAN TIMUR 2.49 17 113,66 5.00 0 1.00
18 BENGKULU 2.44 18 243,77 5.00 0 1.00
19 SULAWESI TENGAH 2.43 19 269,62 5.00 0 1.00
20 SULAWESI BARAT 2.43 19 161,95 5.00 0 1.00
21 GORONTALO 2.41 20 189,54 5.00 109,25 5.00
22 RIAU 2.38 21 100 4.00 0 1.00
23 BANTEN 2.38 21 79,07 2.00 25,82 1.00
24 SULAWESI TENGGARA 2.24 22 156,93 5.00 0 1.00
25 JAMBI 2.20 23 87,17 3.00 0 1.00
26 NUSA TENGGARA TIMUR 2.19 24 70,62 2.00 0 1.00
27 MALUKU UTARA 1.86 25 0,1 1.00 0 1.00
28 DKI JAKARTA 1.81 26 7,12 1.00 0 1.00
29 KEPULAUAN BANGKA 1.68 27 7,85 1.00 0 1.00
30 PAPUA BARAT 1.65 28 0,05 1.00 0 1.00
31 MALUKU 1.62 29 24,59 1.00 0 1.00
32 KEPULAUAN RIAU 1.59 30 0,52 1.00 0 1.00
33 PAPUA 1.49 31 35,01 1.00 0 1.00

No. WILAYAH
Ketersediaan 

Pangan

Persentase 
produksi beras 

terhadap 
kebutuhan

Persentase 
produksi gula 

terhadap 
kebutuhan

INDIKATOR

Tabel 3: Potret Ketahanan Pangan tiap Provinsi (Studi Tahun 2013)
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Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor 
1 JAWA TIMUR 239,56 5.00 178,33 5.00 112,55 5.00
2 JAWA TENGAH 76,62 2.00 20,46 1.00 212,56 5.00
3 JAWA BARAT 40,92 1.00 14,29 1.00 0,04 1.00
4 LAMPUNG 1.827,62 5.00 72,77 2.00 118,07 5.00
5 SUMATERA UTARA 155,12 5.00 6,08 1.00 111,17 5.00
6 SULAWESI SELATAN 231,03 5.00 91,73 4.00 50,62 1.00
7 NUSA TENGGARA BARAT 210,11 5.00 357,36 5.00 166,83 5.00
8 D.I. YOGYAKARTA 131,49 5.00 84,71 3.00 240,6 5.00
9 SUMATERA BARAT 664 5.00 10,43 1.00 18,55 1.00

10 BALI 26,8 1.00 15,21 1.00 104,63 5.00
11 KALIMANTAN SELATAN 44,09 1.00 21,86 1.00 313,74 5.00
12 ACEH 58,96 1.00 209,41 5.00 44,1 1.00
13 SULAWESI UTARA 100,77 5.00 25,01 1.00 80,42 3.00
14 KALIMANTAN TENGAH 95,6 4.00 7,81 1.00 98,14 4.00
15 KALIMANTAN BARAT 60,58 1.00 5,5 1.00 167,71 5.00
16 SUMATERA SELATAN 27,78 1.00 18,56 1.00 93,42 4.00
17 KALIMANTAN TIMUR 58,57 1.00 5,56 1.00 279,82 5.00
18 BENGKULU 78,99 2.00 24,68 1.00 105,26 5.00
19 SULAWESI TENGAH 93,64 4.00 58,75 1.00 65,55 1.00
20 SULAWESI BARAT 179,9 5.00 210,04 5.00 69,38 1.00
21 GORONTALO 724,69 5.00 68,19 1.00 50,54 1.00
22 RIAU 62,86 1.00 12,6 1.00 11,43 1.00
23 BANTEN 1,54 1.00 10,5 1.00 250,14 5.00
24 SULAWESI TENGGARA 56,41 1.00 32,49 1.00 99,17 4.00
25 JAMBI 13,88 1.00 22,32 1.00 275,69 5.00
26 NUSA TENGGARA TIMUR 3.465.293,21 5.00 22,33 1.00 49,97 1.00
27 MALUKU UTARA 578,69 5.00 0 1.00 37.407,57 5.00
28 DKI JAKARTA 0 1.00 0 1.00 2.135,73 5.00
29 KEPULAUAN BANGKA 1,82 1.00 0,81 1.00 158,9 5.00
30 PAPUA BARAT 42,73 1.00 18,6 1.00 12,31 1.00
31 MALUKU 19,44 1.00 2,75 1.00 7,85 1.00
32 KEPULAUAN RIAU 0,86 1.00 0,22 1.00 87,64 3.00
33 PAPUA 4,69 1.00 35,2 1.00 0,01 1.00

No. WILAYAH

Persentase produksi 
jagung terhadap 

kebutuhan

Persentase 
produksi kedelai 

terhadap 
kebutuhan

Persentase produksi 
daging ayam 

terhadap kebutuhan

INDIKATOR

Skor Rank Nilai Skor Nilai Skor 
1 JAWA TIMUR 4.45 1 233,93 5.00 203,36 5.00
2 JAWA TENGAH 4.04 2 376,21 5.00 101,1 5.00
3 JAWA BARAT 3.78 3 188,15 5.00 1,17 1.00
4 LAMPUNG 3.56 4 679,67 5.00 1.016,50 5.00
5 SUMATERA UTARA 3.40 5 199,58 5.00 31,2 1.00
6 SULAWESI SELATAN 3.30 6 226,86 5.00 43,94 1.00
7 NUSA TENGGARA BARAT 3.12 7 191,5 5.00 0 1.00
8 D.I. YOGYAKARTA 3.06 8 200,47 5.00 133,23 5.00
9 SUMATERA BARAT 3.03 9 383,11 5.00 1.109,69 5.00

10 BALI 2.88 10 112,75 5.00 0 1.00
11 KALIMANTAN SELATAN 2.67 11 248,04 5.00 0 1.00
12 ACEH 2.61 12 171,61 5.00 0 1.00
13 SULAWESI UTARA 2.53 13 310.971 5.00 0 1.00
14 KALIMANTAN TENGAH 2.52 14 149,16 5.00 0 1.00
15 KALIMANTAN BARAT 2.51 15 224,45 5.00 1.974,28 5.00
16 SUMATERA SELATAN 2.50 16 326,48 5.00 58,29 1.00
17 KALIMANTAN TIMUR 2.49 17 113,66 5.00 0 1.00
18 BENGKULU 2.44 18 243,77 5.00 0 1.00
19 SULAWESI TENGAH 2.43 19 269,62 5.00 0 1.00
20 SULAWESI BARAT 2.43 19 161,95 5.00 0 1.00
21 GORONTALO 2.41 20 189,54 5.00 109,25 5.00
22 RIAU 2.38 21 100 4.00 0 1.00
23 BANTEN 2.38 21 79,07 2.00 25,82 1.00
24 SULAWESI TENGGARA 2.24 22 156,93 5.00 0 1.00
25 JAMBI 2.20 23 87,17 3.00 0 1.00
26 NUSA TENGGARA TIMUR 2.19 24 70,62 2.00 0 1.00
27 MALUKU UTARA 1.86 25 0,1 1.00 0 1.00
28 DKI JAKARTA 1.81 26 7,12 1.00 0 1.00
29 KEPULAUAN BANGKA 1.68 27 7,85 1.00 0 1.00
30 PAPUA BARAT 1.65 28 0,05 1.00 0 1.00
31 MALUKU 1.62 29 24,59 1.00 0 1.00
32 KEPULAUAN RIAU 1.59 30 0,52 1.00 0 1.00
33 PAPUA 1.49 31 35,01 1.00 0 1.00

No. WILAYAH
Ketersediaan 

Pangan

Persentase 
produksi beras 

terhadap 
kebutuhan

Persentase 
produksi gula 

terhadap 
kebutuhan

INDIKATOR

Sumber : Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhannas RI

Sumber : Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhannas RI

Tabel 3. Lanjutan
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Sumber : Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhannas RI

Tabel 3. Lanjutan

Tabel 3. Lanjutan

Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor 
1 JAWA TIMUR 104,41 5.00 106,89 5.00 52,88 1.00
2 JAWA TENGAH 181,59 5.00 385,87 5.00 813,71 5.00
3 JAWA BARAT 183,96 5.00 2.020,88 5.00 88,93 3.00
4 LAMPUNG 128,49 5.00 69,5 1.00 272,77 5.00
5 SUMATERA UTARA 136,02 5.00 166,22 5.00 2,79 1.00
6 SULAWESI SELATAN 130,48 5.00 73,47 2.00 73,05 2.00
7 NUSA TENGGARA BARAT 157,44 5.00 108,87 5.00 89,31 3.00
8 D.I. YOGYAKARTA 95,59 4.00 37,09 1.00 76,78 2.00
9 SUMATERA BARAT 0,09 1.00 196,27 5.00 354,96 5.00

10 BALI 93,34 4.00 104,24 5.00 501,61 5.00
11 KALIMANTAN SELATAN 231,14 5.00 63,26 1.00 84,35 3.00
12 ACEH 181,76 5.00 44,52 1.00 3,98 1.00
13 SULAWESI UTARA 196,95 5.00 3.035,98 5.00 723,77 5.00
14 KALIMANTAN TENGAH 122,73 5.00 88,39 3.00 58,82 1.00
15 KALIMANTAN BARAT 194,12 5.00 26,84 1.00 67,64 1.00
16 SUMATERA SELATAN 179,46 5.00 73,67 2.00 78,45 2.00
17 KALIMANTAN TIMUR 252,85 5.00 888,11 5.00 1.403,10 5.00
18 BENGKULU 136,15 5.00 581,77 5.00 88,62 3.00
19 SULAWESI TENGAH 114,04 5.00 21,96 1.00 6,18 1.00
20 SULAWESI BARAT 205,25 5.00 42,97 1.00 168,86 5.00
21 GORONTALO 367,3 5.00 7,07 1.00 0,76 1.00
22 RIAU 96,37 4.00 0,3 1.00 101,09 5.00
23 BANTEN 319,84 5.00 25,75 1.00 46,76 1.00
24 SULAWESI TENGGARA 131,99 5.00 66,58 1.00 108,06 5.00
25 JAMBI 213,51 5.00 192,39 5.00 157,03 5.00
26 NUSA TENGGARA TIMUR 91,58 4.00 273,99 5.00 904,86 5.00
27 MALUKU UTARA 29,93 1.00 102,72 5.00 317,48 5.00
28 DKI JAKARTA 26,73 1.00 16,88 1.00 5,57 1.00
29 KEPULAUAN BANGKA 305,61 5.00 70,63 2.00 45,91 1.00
30 PAPUA BARAT 240,98 5.00 152,5 5.00 10,64 1.00
31 MALUKU 99,3 4.00 6,4 1.00 12,52 1.00
32 KEPULAUAN RIAU 36,28 1.00 29,48 1.00 3,57 1.00
33 PAPUA 0,01 1.00 65,31 1.00 13,23 1.00

Persentase 
produksi sayuran 

terhadap 
kebutuhan

Persentase 
produksi buah-

buahan terhadap 
kebutuhan

No. WILAYAH

Persentase 
produksi daging 

sapi terhadap 
kebutuhan

INDIKATOR

Nilai Skor Nilai Skor 
1 JAWA TIMUR 106,24 5.00 85,84 3.00
2 JAWA TENGAH 0,03 1.00 15,94 1.00
3 JAWA BARAT 197,29 5.00 88,56 3.00
4 LAMPUNG 0,35 1.00 100 4.00
5 SUMATERA UTARA 1,22 1.00 82,12 3.00
6 SULAWESI SELATAN 9,2 1.00 104,53 5.00
7 NUSA TENGGARA BARAT 0,16 1.00 15,22 1.00
8 D.I. YOGYAKARTA 72,59 2.00 702,24 5.00
9 SUMATERA BARAT 57,67 1.00 167,76 5.00

10 BALI 4,77 1.00 124,72 5.00
11 KALIMANTAN SELATAN 1,79 1.00 233,95 5.00
12 ACEH 0,19 1.00 11,03 1.00
13 SULAWESI UTARA 0 1.00 51,76 1.00
14 KALIMANTAN TENGAH 0 1.00 61,23 1.00
15 KALIMANTAN BARAT 2,02 1.00 24,83 1.00
16 SUMATERA SELATAN 0,44 1.00 97,37 4.00
17 KALIMANTAN TIMUR 0,75 1.00 42,49 1.00
18 BENGKULU 5,44 1.00 30,42 1.00
19 SULAWESI TENGAH 0 1.00 41,14 1.00
20 SULAWESI BARAT 0 1.00 1.00
21 GORONTALO 0,61 1.00 82,89 3.00
22 RIAU 5.978,26 5.00 24,07 1.00
23 BANTEN 0 1.00 67,54 1.00
24 SULAWESI TENGGARA 0 1.00 21,61 1.00
25 JAMBI 0 1.00 38,99 1.00
26 NUSA TENGGARA TIMUR 2,72 1.00 133,27 5.00
27 MALUKU UTARA 0 1.00 53,14 1.00
28 DKI JAKARTA 0 1.00 0,32 1.00
29 KEPULAUAN BANGKA 4,39 1.00 2,12 1.00
30 PAPUA BARAT 0 1.00 10,49 1.00
31 MALUKU 0 1.00 21,59 1.00
32 KEPULAUAN RIAU 2,07 1.00 1.426,42 5.00
33 PAPUA 0,2 1.00 389,94 5.00

Persentase 
produksi susu 

terhadap 
kebutuhan

Persentase 
produksi telur 

terhadap 
kebutuhan

No. WILAYAH

INDIKATOR
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Ketidakmerataan kemampuan antar 
wilayah dalam swasembada pangan 
tersebut (ada yang surplus dan ada yang 
defisit) sebenarnya tidak menjadikan 
masalah dalam kriteria ketahanan 
pangan, karena masih dalam satu 
negara.  Key success factors ketahanan 
pangan adalah adalah aksesibilitas 
penduduk terhadap bahan pangan 
tersebut. Aksesibilitas ini sangat 
ditentukan oleh sistem logistik nasional 
(berkaitan dengan sistem distribusi, 
sarana dan prasarana transportasi serta  
pergudangan), mengingat produk bahan 

pangan pada umumnya tidak tahan 
lama.  

Kenyataan yang dihadapi saat ini 
adalah sarana dan prasarana yang 
mendukung sistem logistik nasional 
tersebut dapat dikatakan belum 
memadai, baik dilihat dari kapasitas 
maupun kualitasnya. Oleh karena itu 
akses penduduk terhadap bahan 
pangan, terutama untuk daerah-
daerah terpencil, masih belum 
maksimal.  Akibatnya pertama, terjadi 
perbedaan harga yang cukup tinggi 
antara daerah surplus dengan daerah 

Nilai Skor Nilai Skor 
1 JAWA TIMUR 106,24 5.00 85,84 3.00
2 JAWA TENGAH 0,03 1.00 15,94 1.00
3 JAWA BARAT 197,29 5.00 88,56 3.00
4 LAMPUNG 0,35 1.00 100 4.00
5 SUMATERA UTARA 1,22 1.00 82,12 3.00
6 SULAWESI SELATAN 9,2 1.00 104,53 5.00
7 NUSA TENGGARA BARAT 0,16 1.00 15,22 1.00
8 D.I. YOGYAKARTA 72,59 2.00 702,24 5.00
9 SUMATERA BARAT 57,67 1.00 167,76 5.00

10 BALI 4,77 1.00 124,72 5.00
11 KALIMANTAN SELATAN 1,79 1.00 233,95 5.00
12 ACEH 0,19 1.00 11,03 1.00
13 SULAWESI UTARA 0 1.00 51,76 1.00
14 KALIMANTAN TENGAH 0 1.00 61,23 1.00
15 KALIMANTAN BARAT 2,02 1.00 24,83 1.00
16 SUMATERA SELATAN 0,44 1.00 97,37 4.00
17 KALIMANTAN TIMUR 0,75 1.00 42,49 1.00
18 BENGKULU 5,44 1.00 30,42 1.00
19 SULAWESI TENGAH 0 1.00 41,14 1.00
20 SULAWESI BARAT 0 1.00 1.00
21 GORONTALO 0,61 1.00 82,89 3.00
22 RIAU 5.978,26 5.00 24,07 1.00
23 BANTEN 0 1.00 67,54 1.00
24 SULAWESI TENGGARA 0 1.00 21,61 1.00
25 JAMBI 0 1.00 38,99 1.00
26 NUSA TENGGARA TIMUR 2,72 1.00 133,27 5.00
27 MALUKU UTARA 0 1.00 53,14 1.00
28 DKI JAKARTA 0 1.00 0,32 1.00
29 KEPULAUAN BANGKA 4,39 1.00 2,12 1.00
30 PAPUA BARAT 0 1.00 10,49 1.00
31 MALUKU 0 1.00 21,59 1.00
32 KEPULAUAN RIAU 2,07 1.00 1.426,42 5.00
33 PAPUA 0,2 1.00 389,94 5.00

Persentase 
produksi susu 

terhadap 
kebutuhan

Persentase 
produksi telur 

terhadap 
kebutuhan

No. WILAYAH

INDIKATOR

Sumber : Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhannas RI
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defisit. Kedua, komoditi-komoditi 
pangan yang seharusnya surplus, 
seperti beras, daging sapi, jagung dan 
daging ayam, tetap kita impor, karena 
ternyata mengimpor komoditi tersebut  
ternyata lebih mudah dan lebih murah 
dibandingkan dengan mendatangkan 
komoditi tersebut dari daerah lain yang 
mengalami surplus.

Ketidakmerataan ketersediaan 
pangan ini diperkuat oleh kurang 
terdiversifikasinya pangan nasional.  
Kebijakan ketahanan pangan yang 
lebih difokuskan pada beras, kurang 
memberikan peluang pada diversifikasi 
pangan.  Akibatnya daerah-daerah yang 
semula makanan pokok bukan beras, 
seperti jagung, sagu secara sistemik 
beralih pada beras, padahal secara 
kultur daerah tersebut lebih sesuai 
dengan makanan selain beras.  Kondisi 
inilah salah satu yang mengakselerasi 
timbulnya ketimpangan ketersediaan 
pangan untuk masing-masing daerah.

Kendala berikutnya adalah belum 
dimilikinya data tentang ketersediaan 
dan kebutuhan pangan yang uniqueness  
dan akurat untuk masing-masing daerah.   
Belum uniquenness dan akuratnya 
data tersebut menyebabkan penentuan 
skala prioritas dalam pembangunan 
ketahanan pangan menjadi tidak 
optimal, karena tidak didukung oleh 
informasi yang memadai. 

III.	 Faktor-faktor Determinan bagi 
Ketahanan Pangan
Paling tidak ada empat aspek  

yang harus dibenahi dalam strategi 
ketahanan pangan nasional, yaitu aspek 

ketersediaan, distribusi, kedaulatan 
dan konsumsi.  Porter (1990) dalam 
bukunya The Competitive Advantage of 
Nations menyatakan bahwa ada empat 
diterminan utama bagi keunggulan 
kompetitif suatu bangsa,  termasuk 
keunggulan kompetitif bagi komoditi 
pangan, yaitu:
1.	 Demand (pasar)
2.	 Factors (faktor-faktor produksi)
3.	 Firm Strategy, Structure And Rivalry 

(Strategi Perusahaan dan struktur 
ekonomi dari bangsa tersebut)

4.	 Supporting Idustry (industri 
pendukung)

Bagaimana posisi empat diterminan 
ini di Indonesia, dapat dilihat pada 
uraian di bawah ini.

Demand.  Demand adalah diterminan 
yang sangat penting dan merupakan 
prime mover dalam pembangunan 
ketahanan pangan.  Pada tahun 2012 
diperkirakan Jumlah penduduk Indonesia 
ada sekitar 257.516.167jiwa dengan 
laju pertumbuhan penduduk 1,52 
persen per tahun.  Income per capita 
penduduk Indonesi pada tahun 2011 
adalah sekitar US$3.500-US$3.600  
(http://indonesiacompanynews.
wordpress. com/2011/08/06).    Jumlah 
penduduk yang sangat besar ini dan 
tingkat pendapatan per kapita yang 
tidak terlalu jelek,  adalah potensi 
pasar (captive market) yang luar biasa, 
apabila dapat didayagunakan dengan 
baik. Permasalahan yang dihadapi 
saat ini adalah budaya impor kita yang 
sangat tinggi, walaupun untuk produk-
produk pangan.  Tingginya budaya impor  
yang  diikuti  dengan semakin kuatnya 
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tuntutan perdagangan bebas inilah 
yang merupakan sebab utama kalah 
bersaingnya produk-produk pangan kita 
dibandingkan dengan produk-produk 
luar negeri, walaupun  di pasar dalam 
negeri.  Secara umum produk-produk 
pertanian kita, termasuk produk-
produk pangan, dilihat dari sisi kualitas 
dan efisiensi memang relatif rendah 
dibandingkan dengan produk-produk 
pertanian luar negeri yang rekayasa 
teknologinya lebih baik.

Factors, sangat berkaitan dengan 
ketersediaan, jumlah, kapasitas dan 
kualitas faktor-faktor produsi yang 
digunakan, yaitu; sumber daya alam, 
sumber daya manusia, teknologi 
dan kemampuan managerial dalam 
mengelola faktor-faktor produksi tersebut.   
Program ketahanan pangan saat ini 
dihadapkan pada kendala semakin 
menurunnya daya dukung sumber 
daya alam yang dapat digunakan 
untuk menigkatkan kapasitas dan 
kualitas hasil produksi pertanian. 
Semakin terdegradasinya luas cakupan 
hutan dalam suatu wilayah, telah 
menyebabkan semakin rendahnya daya 
dukung waduk, rawa yang sebenarnya 
sangat diperlukan untuk irigasi. 

Demikian juga semakin berkurangnya  
lahan pertanian sebagai akibat terjadinya  
alih fungsi lahan dari yang penggunaan 
untuk sektor pertanian ke industrial 
estate atau real estate dan semakin 
kurang menariknya sektor pertanian 
bagi generasi muda ternyata merupakan 
kendala utama bagi keberhasilan 
strategi ketahanan pangan kita.  Dilihat 
berdasarkan data  tahun 2209 dan 2010 

diperoleh informasi bahwa telah terjadi 
penurunan luas lahan pertanian yang 
cukup signifikan.  Luas lahan pertanian 
padi di Indonesia pada tahun 2009 ada 
12.883 juta hektar  sedangkan pada 
tahun 2010 adalah 12.870 juta hektar, 
jadi turun sebesar 0,1 %.  

Tabel 4 di bawah menunjukkan 
posisi luas lahan pertanian berdasarkan 
studi yang dilakukan oleh laboratorium 
Kehananan Nasional Lemhannas RI, 
tahun 2013.  Secara nasional luas lahan 
pertanian kita hanya 33,9 persen dari 
seluruh luas daratan yang kita miliki.  
Sebenarnya luas tersebut masih cukup  
memadai untuk digunakan sebagai 
basis dalam membangun strategi 
ketahanan ketahanan pangan nasional.  
Apalagi kalau luas lahan pertanian 
ini diperluas dengan luas lahan kritis 
yang jumlahnya ternyata cukup besar.  
Namun yang perlu diperhatikan adalah 
kecenderungan penurunan dari lahan 
pertanian  tersebut karena alih fungsi.

Faktor produksi lain yang sangat 
penting bagi keunggulan strategis 
suatu bangsa adalah sumber daya 
manusia.  Sumber daya manusia adalah 
key success factors bagi keberhasilan 
strategi ketahanan pangan nasional, 
namun seperti kita ketahui bahwa 
kualitas sumber daya manusia di sektor 
pertanian pada umum relatif rendah.  
Mereka pada umumnya  miskin dengan 
tingkat pendidikan formal yang relatif 
rendah.Biro Pusat Statistik (BPS) 
melaporkan bahwa per Maret 2011 
masih ada 30.02 juta penduduk berada 
dalam kondisi miskin, komposisinya 
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adalah  penduduk miskin pedesaan 
sebanyak 18.97 juta jiwa dan penduduk 
miskin perkotaan sebanyak  11.05 juta 
jiwa (BPS, 2012).  Petani di Indonesia 
terutama di Jawa pada umumnya 
adalah petani gurem).  Mereka rata-
rata mempunyai garapan kurang dari 
0,5 hektar.  Berdasarkan prediksi dari 
Sensus Pertanian Indonesia 2008 (SPI, 
2008) jumlah petani tersebut kurang 
lebih ada 15,6 juta kepala keluarga.  
Kemiskinan di pedesaan ini di samping 
membawa implikasi pada kualitas SDM, 
juga pada rendahnya akumulasi modal 
di pedesaan. 

Akumulasi modal  sangat diperlukan 
untuk keberhasilan strategi  ketahanan 
pangan nasional.  Namun seperti 
diuraikan di atas bahwa kemiskinan 
yang melanda petani dan nelayan 
menyebabkan akumulasi modal yang 
berasal dari sumber dana internal dari 
usaha tani sendiri sangat rendah, karena 
mereka sebagian besar adalah petani 
gurem yang usaha taninya cenderung 
subsistence.  Artinya hasilnya digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan sendiri, 
baru  sisanya di jual ke pasar.

Pada umumnya teknologi yang 
digunakan bersifat tradisional yang 
telah dilakukan secara turun menurun.  
Tingkat pendidikan yang relatif rendah 
(rata-rata lama pendidikan yang mereka 
tempuh adalah sekitar 8,08 tahun, atau 
tidak tamat SLTP  (Labkurtannas, 2013).  
Tingkat pendidikan yang relatif rendah, 
skala usaha kecil dan miskin makaakan 
sulit bagi mereka untuk akses pada 
teknologi modern dalam mengelola 

usaha taninya.   Dalam hal teknologi,  
dibandingkan dengan negara-negara 
ASEAN terkemuka lain,  seperti Thailand 
dan Malaysia  dapat dikatakan teknologi 
pertanian  masih tertinggal jauh.  

Kemampuan managerial petani 
dalam mengelola usaha taninya juga 
relatif rendah.  Skala usaha yang 
sangat kecil membawa kecenderungan 
manajemen usaha tani berdasarkan 
manajemen keluarga, yaitu dengan 
melibatkan seluruh anggota keluarga.   
Manajemen ini tentu tidak efisien.

Strategi usaha dan struktur 
ekonomi.  Usaha yang bersifat 
subssistence menyebabkan petani 
tidak memiliki banyak alternatif 
dalam mengelola bisnisnya.  Mereka 
tidak dapat mempengaruhi industri 
dan cenderung menjadi price taker, 
yang hanya mengikuti dinamika pasar 
baik dalam penentuan harga, jenis 
tanaman yang akan ditanam maupun 
dalam menjual hasil output nya.  
Kemiskinan yang melanda mereka telah 
menyebabkan mereka menjual hasil 
produksi secara ijon, tentu dengan 
harga yang tidak menguntungkan bagi 
petani tersebut.

Di samping itu juga rentang 
distribusi dari petani ke konsumen yang 
panjang telah menyebabkan petani 
tidak menikmati margin perdagangan 
secara optimal.  Margin perdagangan 
pada umumnya dinikmati oleh para 
pedagang antara (para tengkulak, 
pengijon).

Supporting industry (Indutri 
pendukung). Bank, Perguruan Tinggi, 
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balai penyuluhan pertanian, balai 
pembibitan adalah industri pendukung 
yang sangat diperlukan untuk meng-
akselerasi keberhasilan strategi ketahanan 
pangan nasional.  Namun industri 
pendukung tersebut  ternyata belum 
secara maksimal mampu memberikan 
dukungan pada sektor pertanian.  Bagi 
perbankan, membiayai   petani dengan 
skala usaha kecil adalah tidak efisien 
dibandingkan dengan membiayai usaha 
korporasi, walaupun sebenarnya risiko 
Non Performing Loan untuk pembiayaan 
usaha kecil lebih rendah dibandingkan 
dengan pembiayaan korporasi besar.

Di samping itu ketentuan aspek 
bank teknis yang harus dipenuhi 
sebagai  persyaratan untuk memperoleh 
kredit perbankan, yaitu 5 C of Credit 
(Character, Capital, Capacity, Collateral 
dan Condition of Economic), ternyata 
merupakan kendala bagi petani untuk 
akses pada kredit perbankan.    Petani 
pada umumnya tidak mempunyai catatan 
yang baik yang dapat digunakan oleh 
bank sebagai dasar informasi untuk 
memberikan kredit.  Ketidak mampuan 
petani untuk akses pada sektor 
perbankan menyebabkan banyak petani 
yang memanfaatkan ijon dan rentenir 
untuk membiayai usaha tani dan 
kebutuhannya sehari hari.  Kondisi inilah 
yang menyebabkan terjadinya ekonomi 
biaya tinggi di sektor pertanian.

Strategi ketahanan pangan nasional 
juga dihadapkan pada permasalahan 
semakin menurunnya dukungan alam  
terhadap sektor pertanian.  Kerusakan 
hutan yang sangat serius sebagai 

akibat penebangan kayu yang tidak 
terkendali telah menyebabkan kerusakan 
lingkungan.  Beberapa waduk yang dulu 
mampu menjadi  sumber mata air 
utama bagi sawah dengan irigasi teknis, 
sekarang dukungan tersebut sudah 
menurun secara drastis. 

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa  
secara nasional luas cakupan hutan di 
Indonesia  adalah 28,65  persen dari 
seluruh luas daratan. Walaupun besaran 
ini secara agregat tidak terlalu kecil, 
namun masih belum memenuhi standar 
minimum bagi sustainable development  
yaitu sebesar 30 persen.  Bahkan apabila 
dilihat dari masing-masing provinsi 
ternyata dari 33 provinsi yang ada di 
Tanah Air ini ternyata hanya 16 provinsi 
yang mempunyai luas cakupan hutan 
lebih besar dari 30 persen.  Daerah-
daerah yang merupakan lumbung 
pangan Nasional (yaitu Pulau Jawa) 
justru mempunyai luas tutupan hutan 
yang relatif minim.

Minim nya luas cakupan hutan untuk 
beberapa wilayah, terutama di Pulau 
Jawa merupakan salah satu penyebab 
utama dari semakin menurunnya daya 
dukung alam terhadap sektor pertanian,  
terutama menyangkut irigasi.  Daerah-
daerah yang dahulu merupakan sawah 
irigasi teknis yang mampu panen dua kali 
dalam satu tahun, sekarang kemampuan 
tesebut sudah semakin berkurang.

IV.	 Strategi Ketahanan Pangan Nasional

Arah kebijakan ketahanan pangan.   
Strategi ketahanan pangan tentu harus 
berbasis pada Arah Kebijakan Ketahanan 
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Tabel 4. Peta Tentang Persentase Luas Lahan Pertanian, Lahan Kritis dan Luas 
Tutupan Hutan Terhadap Luas Daratan (Studi tahun 2013)

No. Provinsi Lahan Pertanian Lahan Kritis Tutupan Hutan

1 Aceh 23,77 0,78 43,74

2 Sumatera Utara 29,95 71,51 51,28

3 Sumatera Barat 9,99 0,87 66,53

4 Riau 68,30 13,79 4,56

5 Jambi 38,72 43,98 43,45

6 Sumatera Selatan 65,89 50,63 6,94

7 Bengkulu 67,30 71,19 12,65

8 Lampung 36,87 40,24 29,02

9 Kepulauan Bangka Belitung 30,32 40,92 9,54

10 Kepulauan Riau 41,46 -  7,01

11 Dki Jakarta 1,27 0 0

12 Jawa Barat 39,52 17,21 16,71

13 Jawa Tengah 55,46 41 25,7

14 Banten 65,43 10,77 21,54

15 Jawa Timur 28,91 10,28 6,58

16 D.I. Yogyakarta 70,81 10,53 24,66

17 Bali 58,43 2,96 23,19

18 Nusa Tenggara Barat 49,14 25,01 57,57

19 Nusa Tenggara Timur 37,12 90,15 15,01

20 Kalimantan Barat 15,72 8,64 45,32

21 Kalimantan Tengah 38,78 40,24 59,66

22 Kalimantan Selatan 44,44 19,64 41,64

23 Kalimantan Timur 12,60 32,26 13,87

24 Sulawesi Utara 6,30 52,56 24,65

25 Sulawesi Tengah 15,06 3,24 67,38

26 Sulawesi Selatan 9,92 7,92 34,76

27 Sulawesi Tenggara 6,16 73,69 47,91

28 Gorontalo 32,57 8,04 69,03

29 Sulawesi Barat 52,84 17,16 27,59

30 Maluku 48,11 35,94 38,57

31 Maluku Utara 10,49 22,42 88,27

32 Papua 2,45 9,16 78,77

33 Papua Barat 2,76 4,25 87,83

33,9 40,72 28,65

Sumber: Laboratorium Ketahanan Nasional yang diolah
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Pangan Nasional yang tidak dapat 
dilepaskan dari amanat yang tertera 
dalam pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945, alinea ke empat, yaitu;  
“untuk membentuk suatu pemerintah 
negara Indonesia yang melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, men-
cerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial”.

Kemudian pernyataan ini dipertegas 
lagi dengan pernyataan pada Pasal 33 
batang tubuh UUD 1945  (yang setelah 
Amandemen ke empat), berbunyi 
sebagai berikut.

Ayat (1), “Perekonomian nasional 
disusun sebagai usaha bersama berdasar 
atas asas kekeluargaan”;

Ayat (2), “Cabang-cabang produksi 
yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh negara”;

Ayat (3), “Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”;

Ayat (4), “Perekonomian nasional 
diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional”;

Ayat (5), “Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelaksanaan pasal ini diatur 
dalam undang-undang”;

Berdasarkan amanat pada Pasal 
33 UUD 1945 (setelah amandemen ke 
empat), maka  UU No 41 tahun 2009, 
PP No 68 tahun 2002 dan PP no 11 tahun 
2011, menyatakan bahwa Kebijakan 
ketahanan pangan nasional tidak hanya 
diarahkan untuk mencapai ketersediaaan 
pangan, tetapi juga diarahkan untuk 
mencapai keterjangkauan, kemandirian, 
kedaulatan, kualitas dan keamanan 
pangan.   Bahkan dalam RPJMN 2009-
2014 dinyatakan bahwa prioritas 
ketahanan pangan nasional untuk 
periode tahun 2010 sampai dengan 
2014 adalah untuk :

(1) meningkatkan ketersediaan dan 
penanganan kerawanan pangan, 

(2) meningkatkan sistem distribusi 
dan stabilisasi harga pangan, serta 

(3) meningkatkan pemenuhan 
kebutuhan konsumsi dan keamanan 
pangan 

Strategi Ketahanan Pangan.  
Berdasarkan arah kebijakan tersebut 
maka sasaran utama dari strategi 
ketahanan pangan nasional adalah 
tercapainya  ketersediaan, kemandirian, 
kedaulatan, daya saing serta aksesibilitas 
penduduk terhadap pangan dalam 
rangka mencapai masyarakat yang 
sejahtera dan ketahanan nasional.  
Upaya peningkatan ketersediaan, 
kemandirian dan daya saing ini (Swa 
Sembada Pangan) ini harus telah 
menjadi komitmen nasional.   

Strategi ketahanan pangan nasional 
yang menitik beratkan pada ketersediaan, 
kemandirian, akses penduduk dan kedaulatan 
pangan mambawa konsekuensi pada 
strategi pembangunan nasional yang 
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berbasis pada  resource and knowledge 
based strategy dengan memprioritaskan 
pada sektor pertanian, perkebunan dan 
perikanan dalam arti luas. Prioritas 
tidak hanya diberikan  pada on farm 
tetapi juga off farm, dalam rangka 
peningkatan nilai tambah dari produk-
produk pangan nasional, sehingga daya 
saing produk pangan nasional akan 
meningkat. 

Keberhasilan strategi ketahanan 
pangan nasional akan sangat ditentukan 
oleh:

1.	 Daya tarik sektor pertanian
2.	 Ketersediaan lahan
3.	 Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas
4.	 Ketersediaan daya dukung 
5.	 Teknologi 

Oleh karena itu prioritas pertama 
yang harus dilakukan dalam strategi 
ketahanan pangan nasional adalah 
meningkatkan daya tarik sektor 
pertanian melalui upaya-upaya :
1.	 Meningkatkan nilai tukar petani 

dan nelayan.  Peranan Bulog dan 
Dolog disini sangat penting.  
Melalui stabilisasi harga produk-
produk pangan diharapkan Bulog 
dapat menjaga agar harga pangan 
tidak jatuh lebih rendah dari floor 
price, sehingga merugikan petani 
atau lebih tinggi dari ceiling price, 
sehingga merugikan masyarakat 
konsumen berpendapatan rendah.

2.	 Meningkatkan ketersediaan lahan 
	 pertanian.  Pemerintah dan pemerintah 

daerah perlu mengimplementasikan 
Undang-Undang No 41 tahun 2009 
tentang Penetapan Alih Fungsi 

Lahan Berkelanjutan dan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No 
1. Tahun 2011 tentang Penetapan 
Alih Fungsi Lahan Pertanian 
Berkelanjutan.  UU dan PP ini perlu 
ditindak lanjuti oleh Peraturan 
Daerah yang menentukan secara 
kongkrit lahan-lahan pertanian 
yang tidak boleh dialih fungsikan.  
Setiap kabupaten kota sebaiknya 
memperbaharui Peraturan Daerah 
mengenai Tata Ruang dengan 
menentukan berapa luas  lahan 
pertanian (terutama lahan irigasi 
teknis) yang tidak boleh dialih 
fungsikan. Dalam ketentuan tersebut 
hendaknya dicantumkan sangsi bagi 
orang/pihak yang melanggar.

3.	 Meningkatkan kualitas SDM Pertanian 
melalui jalur pendidikan formal 
maupun informal.  Pemerintah perlu 
merevitalisasi kembali sekolah-
sekolah pertanian tingkat menengah 
pertama dan menengah atas, tentu 
dengan jaminan pekerjaan yang 
layak bagi lulusannya

4.	 Revilitasi pertanian, perkebunan, 
peternakan dan kehutanan yang 
pernah dicanangkan oleh Presiden 
Susilo Bambang Yudoyono perlu 
diimplementasikan secara serius.  
Arah kebijakan sudah ada, 
aturan pelaksanaan juga sudah 
tersedia, tinggal keseriusan 
dalam implementasi yang belum 
dilakukan.

5.	 Penerapan teknologi tentu 
perlu dilakukan dalam upaya 
meningkatkan prodiuktivitas sektor 
pertanian.  Pertanian lahan sempit 
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tentu tidak akan memberikan daya 
guna maksimal tanpa sentuhan 
teknologi.  Namun karena teknologi 
tersebut mahal dan sulit untuk 
ditanggung oleh petani secara 
individual, maka disarankan agar 
petani membangun aliansi strategis 
dalam suatu kluster.  Disini akan 
kelihatan betapa pentingnya peranan 
pendamping bagi kelompok-
kelompok dari kluster tersebut. 
Pendamping dapat diambilkan dari 
sarjana yang magang, atau dengan 
memanfaatkan program Kuliah Kerja 
Nyata dan TNI Masuk Desa (TMD).

V.	 KESIMPULAN DAN SARAN
5.1	Kesimpulan

Beberapa kesimpulan penting yang 
dapat ditarik dari uraian di muka adalah 
sebagai berikut.
a.	 Indonesia sebenarnya tidak hanya 

mampu mencapai swasembada 
pangan, tetapi juga mampu melakukan 
kemandirian pangan, berkedaulatan 
dalam pangan, bahkan mampu 
memberikan kontribusi pada 
ketahanan pangan dunia.  Beberapa 
komoditi pangan strategis, seperti 
beras, jagung dan daging sapi sudah 
mengalami surplus  walaupun untuk 
beberapa komoditi pangan lainnya 
seperti kedelai,  gandum susu dan 
buah-buahan kita masih defisit.

b.	 Beberapa kendala yang dihadapi 
dalam upaya untuk meningkatkan 
ketahanan pangan nasional adalah, 
pertama nilai tukar petani dan 
nelayan yang relatif rendah 

sehingga kedua sektor ini menjadi 
tidak menarik, terutama untuk 
generasi muda.  Kedua, skala 
usaha yang terlalu kecil, sehingga 
tidak memenuhi skala ekonomis, 
hal ini menyebabkan usaha tani di 
Indnonesia terutama di Pulau Jawa 
bersifat subsistence.  Ketiga, skala 
usaha yang kecil tersebut, menjadi 
semakin kecil dengan semakin 
berkurangnya lahan pertanian karena 
dialihfungsikan menjadi real 
estate dan industrial estate.  
Keempat, daya dukung untuk alam 
yang semakin menurun, dan kelima 
adalah teknologi pertanian yang 
belum baik. 

c.	 Sampai saat ini Indonesia belum 
memiliki peta yang komprehensif 
dan uniqueness  strategi ketahanan 
pangan, yang isinya terdiri dari;  
peta kebutuhan pangan untuk 
masing-masing wilayah yang 
sesuai dengan kebutuhan dan 
budaya setempat (misalnya peta 
pemenuhan kebutuhan sagu di 
Papua) dan peta produksi pangan, 
jaringan logistik pangan yang 
diperlukan yang memberikan akses 
tinggi pada masyarakat, terutama 
yang berkaitan dengan daerah 
surplus unit dan deficit unit. 

d.	 Strategi diversifikasi pangan belum  
berjalan secara maksimal,  
pangan sering hanya diidentikan 
dengan beras, padahal Indonesia 
sebenarnya sangat kaya akan 
diversity dari bahan pangan, seperti 
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jagung, ubi-ubian.  Perubahan 
kultur masyarakat yang dahulu 
mengkonsumsi selain beras (jagung, 
ubi-ubian dan sagu) menjadi beras 
sebagai makanan pokok sebenarnya 
kurang menguntungkan bagi ketahanan 
pangan nasional.

5.2	 Saran
Beberapa saran yang dapat 

disampaikan dari tulisan ini adalah 
sebagai berikut.
a.	 Strategi ketahanan pangan tidak 

dapat hanya dilakukan melalui 
pendekatan sisi supply (supply side) 
saja tetapi harus secara koprehensif 
dilakukan penguatan kapasitas dan 
kualitas demand, faktor-faktor 
produksi yang digunakan, struktur 
ekonomi dan industri pendukung.  
Oleh karena itu pendekatan kluster 
melalui resource based strategy 
adalah cara yang optimal untuk 
meningkatkan kemandirian pangan 
dan daya saing ekonomi  karena 
lebih sesuai dengan kondisi usaha 
tani di Indonesia.

b.	 Strategi ketahanan pangan nasional 
tidak dapat dilepaskan dari upaya-
upaya untuk meningkatkan nilai 
tukar petani, memperpendek saluran 
distribusi dari petani kepada 
konsumen, memperbaiki faktor-
faktor pendukung bagi sektor 
pertanian seperti ketersediaan air 
untuk irigasi, prasaranan jalan, 
perbankan dan sebagainya.  Oleh 
karena itu Program Revitalisasi 
Pertanian, Peternakan dan 

Kehutanan secara terpadu yang telah 
dicanangkan Presiden Susilo Bambang 
Yudoyono pada tahun 2005 di 
Jatiluhur perlu diimplementasikan 
secara serius. Ada lima strategi 
yang sebaiknya digunakan untuk 
meningkatkan ketahanan pangan 
kita, yaitu sebagai berikut.  
-	 Meningkatkan ketersediaan lahan 

pertanian
-	 Meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia yang bekerja di 
sektor pertanian.

-	 Revitalisasi ketersediaan daya 
dukung bagi sektor pertanian 
dan perikanan, terutama pada 
sektor hulu.

-	 Memperbaiki teknologi pertanian
-	 Memperpendek rentang distribusi 

antara petani dengan konsumen 

c.	 UU No 41 tahun 2009 dan Peraturan 
Pemerintah No 1 tahun 2011 tentang 
Penetapan Alih Fungsi Lahan 
Pertanian Berkelanjutan hendaknya 
ditindak lanjuti oleh Peraturan 
Daerah, yang mengatur aturan-
aturan yang lebih kongkrit dari 
ketersediaaan lahan tersebut.  
Hendaknya setiap Kabupaten 
Kota menentukan luasnya lahan 
pertanian (terutama lahan irigasi 
teknis yang subur) yang tidak akan 
dialihfungsikan dalam rangka 
ketahanan pangan.  Ketentuan 
tersebut hendaknya dilegitimasi 
melalui Perda (sebenarnya ini 
harus ada dalam Perda Tata Ruang) 
dan ditentukan juga sangsi bagi 
pelanggarnya.
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Revitalisasi Kearifan Lokal 
guna Memperkuat Karakter Bangsa 
dalam Rangka Ketahanan Nasional

Latar Belakang
Kearifan lokal merupakan salah 

satu produk kebudayaan. Sebagai 
produk kebudayaan, kearifan lokal 
lahir karena kebutuhan akan nilai, 
norma dan aturan yang menjadi model 
untuk melakukan suatu tindakan. 
Kearifan lokal merupakan salah satu 
sumber pengetahuan (kebudayaan) 
masyarakat, ada dalam tradisi dan 
sejarah, dalam pendidikan formal dan 
informal, seni, agama dan interpretasi 
kreatif lainnya. Kearifan lokal dapat 
didefinisikan sebagai suatu sintesa 
budaya yang diciptakan oleh aktor-
aktor lokal melalui proses yang 

berulang-ulang, melalui internalisasi 
dan interpretasi ajaran agama dan 
budaya yang disosialisasikan dalam 
bentuk norma-norma dan dijadikan 
pedoman dalam kehidupan sehari-hari 
bagi masyarakat. 

Kearifan lokal dapat berupa adat 
istiadat, institusi, kata-kata bijak dan 
pepatah. Dilihat dari keasliannya, 
kearifan lokal bisa dalam bentuk aslinya 
maupun dalam bentuk reka cipta ulang, 
yaitu memperbaharui institusi-institusi 
lama yang pernah berfungsi dengan 
baik dan dalam upaya membangun 
tradisi, yaitu membangun seperangkat 
institusi adat-istiadat yang pernah 
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berfungsi dengan baik dalam memenuhi 
kebutuhan sosial-politik tertentu pada 
suatu masa tertentu, yang terus menerus 
direvisi dan direkacipta ulang sesuai 
dengan perubahan kebutuhan sosial-
politik dalam masyarakat. Perubahan ini 
harus dilakukan oleh masyarakat lokal 
itu sendiri, dengan melibatkan unsur 
pemerintah dan unsur non-pemerintah, 
dengan kombinasi pendekatan top-down 
dan bottom-up.	

Kearifan lokal merupakan tata 
aturan tak tertulis yang menjadi acuan 
masyarakat yang meliputi seluruh aspek 
kehidupan, berupa (1) tata aturan yang 
menyangkut hubungan antar sesama 
manusia, misalnya dalam interaksi sosial 
baik antar individu maupun kelompok 
yang berkaitan dengan hierarki dalam 
kepemerintahan dan adat, aturan 
perkawinan antar klan, tata krama 
dalam kehidupan sehari-hari; (2) tata 
aturan menyangkut hubungan manusia 
dengan alam, binatang dan tumbuh-
tumbuhan yang lebih bertujuan pada 
upaya konservasi alam, seperti di 
Maluku ada sasi darat dan sasi laut; (3) 
tata aturan yang menyangkut hubungan 
manusia dengan yang gaib, misalnya 
Tuhan dan roh-roh gaib.

	 Bangsa Indonesia adalah bangsa 
yang maju dan modern tetapi tetap 
menjunjung nilai-nilai luhur budaya 
bangsa. Saat ini bangsa Indonesia 
sedang mengalami perubahan sosial 
budaya akibat pengaruh/masuknya 
nilai-nilai budaya global ke dalam 
nilai-nilai budaya Indonesia. Penetrasi 
nilai-nilai budaya itu terjadi melalui 
jalan damai, tidak menimbulkan 

konflik dan memperkaya khazanah 
nilai-nilai budaya setempat dan tidak 
menghilangkan unsur-unsur asli nilai-nilai 
budaya setempat, maupun melalui cara 
yang ekstrem, sehingga menimbulkan 
goncangan yang merusak keseimbangan 
dalam masyarakat, tumbuhnya polarisasi 
sosial berdasar kekuatan politik dan 
ekonomi serta konflik akibat pelapisan 
sosial antara sekelompok besar orang 
lapisan bawah/miskin dan sejumlah 
kecil orang berkuasa/kaya. Perubahan 
budaya itu terjadi karena masuknya 
nilai-nilai budaya global yang kemudian 
terimplementasikan dalam perilaku 
di dalam kehidupan sehari-hari. 
Perubahan budaya itu menuntut 
perlunya revitalisasi budaya, termasuk 
revitalisasi kearifan lokal.

	 Perubahan sosial juga terjadi 
karena modernisasi, sehingga referensi 
yang berupa nilai, simbol, pemikiran 
mengalami penilaian ulang. Ada pranata 
yang tetap bertahan (stabil), tetapi 
tidak sedikit yang berubah, sedang 
membentuk dan dibentuk oleh proses 
sosial. Demokratisasi juga mendorong 
terjadinya perubahan sosial, sehingga  
pandangan dunia (world view) yang 
dimiliki oleh kelompok masyarakat, 
etnik, agama, maupun politik mengalami 
perubahan. Begitu juga etos, sikap dan 
pandangan yang dimiliki oleh kelompok 
sosial terkait dengan keberadaan orang 
lain mengalami perubahan.

Permasalahan
Globalisasi, modernisasi dan 

demokratisasi telah memarginalkan 
kearifan lokal. Kearifan lokal yang 
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dimiliki bangsa Indonesia telah 
mempertahankan eksistensi bangsa 
Indonesia dipandang sebagai sesuatu 
yang kuno dan tidak relevan lagi 
untuk membangun kemajuan bangsa. 
Kearifan lokal perlahan-lahan mulai 
ditinggalkan dan digantikan dengan 
berbagai pendekatan yang didukung 
oleh kemajuan teknologi. Berdasarkan 
hal-hal tersebut di atas, maka per-
masalahan yang dihadapi adalah 
bagaimana merevitalisasi kearifan lokal 
guna memperkuat karakter bangsa 
dalam rangka Ketahanan Nasional. 

a.	 Umum
Globalisasi, demokratisasi dan 

modernisasi teknologi informasi dan 
komunikasi memungkinkan masuknya 
berbagai nilai, gagasan, wawasan dan 
ilmu pengetahuan serta teknologi dari 
luar Indonesia, secara tanpa batas, 
hingga ke ruang pribadi masyarakat 
Indonesia. Segala nilai, gagasan dan ilmu 
pengetahuan tersebut memberikan 
alternatif bagi masyarakat untuk 
mengadopsinya dalam berbagai 
aspek kehidupan, walaupun belum 
tentu sesuai dengan kepribadian, 
kemampuan dan kebutuhan dari 
masyarakat. Kearifan lokal dihadapkan 
pada persaingan dengan kearifan yang 
berasal dari luar Indonesia. Diperlukan 
revitalisasi agar kearifan-kearifan lokal, 
tetap dapat bertahan dan berkembang 
di tengah-tengah kemajuan peradaban, 
menjadi identitas dan milik bangsa 
serta memperkuat karakter bangsa 
dalam rangka Ketahanan Nasional. 
Revitalisasi juga dimaksudkan, agar 
kearifan lokal yang mulai tersingkirkan 

oleh hadirnya budaya pragmatis, dapat 
tetap dipertahankan, dihidupkan kembali 
dalam kehidupan masyarakat dan 
memperkuat karakter bangsa.
b.	 Khusus

1)	 Kebijakan yang ada terkait 
dengan kearifan lokal adalah 
Undang-Undang tentang Cagar 
Budaya. Kebijakan tersebut 
dinilai belum cukup untuk 
menjadi payung hukum bagi 
revitalisasi kearifan lokal. 
Usulan Undang-Undang yang 
mengatur tentang Pengelolaan 
Kebudayaan masih dalam 
proses pengesahan di DPR RI.

2)	 Anggaran sektor kebudayaan 
untuk tahun 2014 mengalami 
penurunan dari tahun 2013 dan 
belum terdapat alokasi khusus 
untuk revitalisasi kearifan 
lokal. 

3)	 Kearifan lokal belum mem-
peroleh dukungan yang memadai 
baik oleh pemerintah, swasta 
atau tokoh masyarakat serta 
para cerdik pandai untuk 
dipandang dan diperlakukan 
sebagai suatu keunggulan 
lokal yang dapat memperkuat 
karakter bangsa dan mampu 
meningkatkan Ketahanan Nasional 
khususnya dari gatra sosial 
budaya.

4)	 Langkah konservasi dan 
preservasi kearifan lokal 
masih dilaksanakan secara 
sektoral dan hasilnya belum 
ditempatkan sebagai suatu 
keunggulan, keunikan lokal 
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dalam konteks Ketahanan 
Nasional.

5)	 Belum ada instansi pemerintah 
yang secara khusus merencanakan, 

	 melaksanakan dan mengevaluasi  
program revitalisasi kearifan lokal 
untuk memperkuat karakter 
bangsa dalam rangka Ketahanan 
Nasional.

6)	 Luasnya wilayah Indonesia 
dan banyaknya etnis yang ada 
di Indonesia mengakibatkan 
Indonesia mempunyai banyak 
sekali kearifan lokal. Banyaknya 
kearifan lokal di satu sisi 
memperkaya kebudayaan 
Indonesia, tetapi pada sisi yang 
lain mempersulit inventarisasi, 
dokumentasi dan konservasi 
serta preservasi kearifan lokal 
guna memperkuat karakter 
bangsa dalam rangka Ketahanan 
Nasional.

Kesimpulan 
Berdasarkan data, fakta, analisis 

dan pekembangan lingkungan nasional, 
regional, maupun global sebagaimana 
telah diuraikan di atas, disampaikan 
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a.	 Indonesia sebagai bangsa yang 

besar telah menetapkan wawasan 
kebangsaan yang bersumber pada 
empat konsensus bangsa, yaitu 
Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan 
Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal 
ini kearifan lokal menjadi benang 
merah dan sekaligus nilai-nilai 
dasar yang ada di dalam keempat 
konsensus bangsa Indonesia.

b.	 Indonesia sebagai bangsa yang 
besar memiliki karakter yang 
berfungsi sebagai identitas yang 
diimplementasikan dalam kehidupan 
sehari-hari, sehingga dengan ber-
perilaku sesuai dengan nilai-nilai 
kebangsaan dapat menunjukkan 
ke-Indonesia-an.

c.	 Bangsa Indonesia sedang mengalami 
perubahan sosial budaya sebagai 
akibat dari globalisasi, modernisasi 
dan demokratisasi. Perubahan 
sosial budaya itu berakibat 
perlunya revitalisasi kearifan lokal 
yang dimiliki bangsa Indonesia, 
agar sesuai dengan perubahan dan 
kebutuhan masyarakat Indonesia.

d.	 Revitalisasi kearifan lokal guna 
memperkuat karakter bangsa dalam 
rangka Ketahanan Nasional akan 
mengalami hambatan dan kesulitan 
karena banyaknya kearifan lokal 
yang dimiliki bangsa Indonesia dan 
etnosentrisme yang masih dimiliki 
oleh para pelaku revitalisasi, 
namun kesadaran bahwa karakter 
bangsa seharusnya dibangun dari 
nilai-nilai yang ada di dalam dirinya 
sendiri akan menjadi komitmen dan 
kunci keberhasilan pelaksanaan 
revitalisasi kearifan lokal guna 
memperkuat karakter bangsa 
dalam rangka Ketahanan Nasional.

Rekomendasi
Agar kearifan lokal dapat ber-

kembang, lestari dan memperkuat 
karakter bangsa, diperlukan kebijakan 
revitalisasi kearifan lokal guna 
memperkuat karakter bangsa dalam 
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rangka Ketahanan Nasional yang 
dilaksanakan melalui strategi-strategi 
dan upaya-upaya sebagai berikut:
a.	 Strategi legal-formal dilaksanakan 

dengan membuat payung hukum 
yang kuat, baik melalui upaya 
pengaturan khusus dalam bentuk 
Undang-Undang Kebudayaan yang 
masih dalam proses pengesahan, 
maupun melalui peraturan 
perundang-undangan lainnya.

b.	 Strategi penguatan dan pendelegasian 
kewenangan dilaksanakan dengan 
menetapkan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia 

	 cq. Direktorat Jenderal Kebudayaan 
sebagai leading sector untuk 
memimpin pelaksanaan program 
revitalisasi kearifan lokal guna 
memperkuat karakter bangsa 
dalam rangka Ketahanan Nasional.  

c.	 Strategi penyusunan program 
revitalisasi yang meliputi (1) 
inventarisasi dan dokumentasi 
kearifan lokal di seluruh Indonesia, 
(2) kajian kritis oleh kelompok 
pakar untuk menentukan kearifan 
lokal yang harus dikonservasi atau 
dipreservasi, dan (3) deseminasi 
dan sosialisasi revitalisasi kearifan 
lokal.

d.	 Strategi sinergi kelembagaan 
dilaksanakan dengan menetapkan 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia 
sebagai leading sector yang harus 
bersinergi dengan instansi lain 
(pemerintah, swasta atau asing) 
dan perseorangan yang mempunyai 
komitmen, dukungan dana dan 

sumber daya manusia yang 
berkualitas untuk melaksanakan 
revitalisasi kearifan lokal guna 
memperkuat karakter bangsa 
dalam rangka Ketahanan Nasional.

e.	 Strategi desiminasi dan sosialisasi 
dilakukan oleh pelaksana program 
revitalisasi kearifan lokal untuk 
memperoleh hasil maksimal 
dari pelaksanaan program dan 
mengenalkan hasil revitalisasi 
kearifan lokal kepada masyarakat.

f.	 Strategi pemanfaatan peran 
media publik dilaksanakan oleh 
pemerintah untuk meningkatkan 
apresiasi dan implementasi kearifan 
lokal oleh masyarakat dengan 
menjadikan pejabat publik sebagai 
role model yang menghargai dan 
mengimplementasikan nilai-nilai 
yang terkandung dalam kearifan 
lokal dalam kehidupan sehari-hari.



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 17 | Maret 201440

Revitalisasi Kearifan Lokal guna Memperkuat Karakter Bangsa 
dalam Rangka Ketahanan Nasional

Focus Group Discussion Kajian Aktual 
Pada Kamis, 29 Agustus 2013
Pembicara 
1)	 Prof. Kacung Marijan, Ph.D, Direktur 

Jenderal Kebudayaan Kementeriaan 
Pendididikan dan Kebudayaan RI

2)	 Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin, 
Guru Besar Antropologi FISIP UI

3)	 Dr. Akhyar Yusuf Lubis, Staf Pengajar 
Departemen Filsafat FIB UI

Penanggap
1)	 Dr. Ali Munhanif, Ketua Program Studi 

Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta

2)	 Bapak Mohamad Sobary, M.A., 
Budayawan

3)	 Prof. Dr.  Njaju Jenny M.T Hardjatno, 
Tenaga Ahli Pengajar Bidang Sosbud 
Lemhannas RI

Roundtable Discussion Kajian Aktual 
Pada Kamis, 26 September 2013
Pembicara
1.	 	 Dra. Diah Harianti, M.Psi., Direktur 

Internalisasi Nilai dan Diplomasi 
Budaya, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan RI. 

2.	 	 Bapak Dedi Suwandi Gumelar, Anggota 
Komisi X DPR RI. 

3.	 	 Bapak Yudi Latif, MA, PhD., Direktur 
Eksekutif Reform Institute. 

Penanggap
1.	 	 Dr. J. Emmed Madjid Prioharyono, 

MA., M.Sc., Staf Pengajar Departemen 
Antropologi UI. 

2.	 	 Dr. Judhariksawan, S.H., M.H, Ketua 
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. 

3.	 	 Dr. Silverius Y. Soeharso S.E., M.M., Psi., 
Dekan Fakultas Psikologi Universitas 
Pancasila. 

Tim Kerja Kajian Aktual 
1.	 Drs. Herry Haryanto, Deputi Pengkajian 

Strategik Lemhannas RI
2.	 Prof. Dr. Sudaryono, SU, Tenaga 

Ahli Pengkaji Bidang Sosial Budaya 
Lemhannas RI

3.	 Dr. Rima Agristina, Narasumber Bidang 
Sosial Budaya Lemhannas RI

4.	 Drs. Bambang Sukamto, S.H., M.H., 
Dirjian Sosbud Debidjianstrat Lemhannas RI

5.	 Dicky Yunianto, Dirtap Taplai, Kons 
dan Sisnas Debidtaplai Kebangsaan 
Lemhannas RI

6.	 Drs. Retno Windrati, M. Si., Dirprog dan 
Bangtap Debidtaplaikbs Lemhannas RI

7.	 Prof. Dr. Fashbir Noor Sidin, S.E., MSP
8.	 Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si., Karoum 

Settama Lemhannas RI
9.	 Bambang Sigit S, M.Sc., Kasubdit 

Ilpengtek Ditjian Sosbud Debidjianstrat 
Lemhannas RI

10.	 Suhartono, Skm, B.E., Kasubdit Demografi 
Di t j ian  Sosbud Debidj ianstrat 
Lemhannas RI 

11.	 Emmy Irma Simanjuntak, S.H., 
M.Sc., Kasubdit Sosial Ditjian Sosbud 
Debidjianstrat Lemhannas RI

12.	 Monika Pasaribu, S.E., Kasi Ristansi Lai 
Sisnas Subdit Ristansi Lai Konst & Sisnas 
Dittaplai Konst & Sisnas Debidtaplaikbs 
Lemhannas RI

13.	 Drs. CB. Mujianto, M.Sc., Kasi Evpor 
Subdit Ilpengtek Ditjian Sosbud 
Debidjianstrat Lemhannas RI

14.	 Sri Widati, Kasi Evpor Subdit Demografi 
Ditjian Sosbud Debidjianstrat Lemhannas RI

15.	 Yayat Nurhayati, Penata Adm Ditjian 
Sosbud Debidjianstrat Lemhannas RI 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 17 | Maret 2014 41

Pembangunan Manusia yang Berkarakter 
Pancasila Melalui Pendidikan Dasar dan 

Menengah guna Terwujudnya Masyarakat 
Indonesia Seutuhnya dalam Rangka 

Ketahanan Nasional
Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD NRI 1945) pasal 31 ayat (1) 
mengamanatkan, bahwa setiap warga 
negara berhak mendapat pendidikan, 
sedangkan pada ayat (3) menegaskan, 
bahwa pemerintah mengusahakan 
dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan 
keimanan dan ketaqwaan serta akhlak 
mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, yang diatur dengan 
undang-undang. Dijelaskan pada  
pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (UUSPN), bahwa pendidikan 
adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran, agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya, untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 
serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara. 

Pembangunan manusia Indonesia 
yang berkarakter Pancasila melalui 
pendidikan dasar dan menengah 
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mendesak dilakukan. Hal ini sesuai 
dengan tujuan dan fungsi pendidikan 
untuk menjadikan manusia dan 
masyarakat secara utuh, sehingga 
terwujud masyarakat Pancasilais yang 
memiliki cita-cita dan harapan masa 
depan. Pembangunan  manusia yang 
berkarakter Pancasila menjadi isu dan 
perhatian masyarakat, karena akhir-
akhir ini banyak terjadinya tawuran 
dan kasus kriminalitas, kasus narkoba, 
bahkan kasus asusila yang dilakukan 
anak-anak usia sekolah dasar dan 
menengah.

Terkait dengan hal tersebut 
sesungguhnya perlu diungkap apa yang 
menjadi akar masalah melemahnya 
manusia berkarakter Pancasila, apakah 
faktor dimensi filosofi pendidikan, 
materi/kurikulum pendidikan, metode, 
faktor pendidik, dukungan anggaran, 
ketersediaan sarana prasarana, political 
will pemerintah, atau faktor ekternal 
lainnya, baik kondisi nasional, regional 
maupun global. Selanjutnya bagaimana 
solusinya untuk memecahkan masalah 
tersebut melalui kebijakan pendidikan 
dasar dan menengah di Indonesia.

Salah satu solusinya adalah 
menjadi prioritas pendidikan saat ini, 
khususnya pendidikan tingkat dasar 
dan menengah, karena di usia ini masih 
bisa diharapkan karakter menjadi 
baik, jika dapat dilakukan “intervensi 
dan treatment” yang baik dan benar, 
dapatlah dikatakan disini, bahwa peran 
pendidikan sangat penting, agar supaya 
setiap individu Indonesia dimasa yang 
akan datang menjadi individu andalan.
Dapatlah dikatakan disini, bahwa peran 

pendidikan sangat penting, agar setiap 
individu Indonesia dimasa yang akan 
datang menjadi individu yang handal, 
pintar dan memiliki karakter Pancasila 
dalam berkehidupan sebagai bangsa 
Indonesia dan mampu memasuki kancah 
persaingan dunia dalam era globalisasi 
saat ini, tanpa meninggalkan perilaku 
yang berlandaskan Pancasila.

Negara harus terus berupaya 
mengangkat derajat dan martabat 
penduduk, salah satunya adalah 
meningkatkan pendidikan penduduk 
tanpa menghilangkan identitas diri 
sebagai manusia Indonesia yang 
berkarakter Pancasila, sehingga dapat 
menjadikan penduduk yang lebih 
berkualitas serta memiliki integritas. 
Berkarakter Pancasila berarti memiliki 
rasa cinta tanah air dengan diawali 
menyadari sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa, rasa toleransi yang tinggi, 
semangat kegotong royongan, cinta 
sesama mahluk, atau dengan perkataan 
lain berahlak mulia. Oleh karena itu, 
maka pembangunan manusia yang 
berkarakter Pancasila harus segera 
dapat diwujudkan.  

Permasalahan
Dalam era keterbukaan, tuntutan 

akan mutu pendidikan dasar dan 
menengah semakin tinggi, khususnya 
dalam peletakan dasar kemampuan 
berkompetisi dan kemampuan hidup 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Namun sampai saat ini, implementasi 
pendidikan yang berkualitas dan merata 
masih menghadapi berbagai kendala. 
Hasil pengukuran Ketahanan Nasional 
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yang dilakukan oleh Laboratorium 
Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan 
Nasional RI tahun 2013 menemukan 
isu-isu stategis yang berkaitan dengan 
wawasan kebangsaan yang bersumber 
dari nilai-nilai Pancasila dan pendidikan 
nasional sebagai berikut: 
a.	 Mengapa pemahaman dan 

penghayatan akan wawasan 
kebangsaan yang bersumber dari 
nilai-nilai Pancasila terutama untuk 
generasi muda yang berpendidikan 
dasar dan menengah cenderung 
menurun?

b.	 Bagaimana pendidikan nasional yang 
diharapkan dapat menjadi sarana 
pembentukan manusia Indonesia 
yang berkarakter Pancasila masih 
menghadapi masalah, terutama 
masih rendahnya kualitas dan 
pemerataan pendidikan nasional?

Analisa 
Pembangunan manusia Indonesia 

yang berkarakter Pancasila merupakan 
salah satu upaya untuk menciptakan 
SDM potensial yang bertaqwa kepada 
Tuhan YME, bermoral dan berbudi 
luhur. Oleh karena itu, ada nilai-nilai 
yang harus selalu ditanamkan dalam 
kehidupan sejak usia dini, minimal 
pada saat pendidikan dasar sampai 
dengan pendidikan menengah, nilai-
nilai tersebut antara lain: kejujuran, 
ketaatan, gotong royong, peduli dan 
empati. Nilai-nilai ini adalah merupakan 
refleksi dari penerapan falsafah 
Pancasila. Seorang anak didik seharusnya 
menerapkan pendidikan yang seimbang 
antara pendidikan keahlian yang 

didapat saat melaksanakan pendidikan 
formal serta pendidikan etika yaitu 
pembinaan hati nurani secara lebih 
berimbang, sehingga seseorang akan 
tumbuh dan berkembang dengan baik.
Dengan demikian, maka pendidikan 
karakter memegang peran yang penting 
dalam menyeimbangkan keahlian dan 
etika serta moral seseorang.

Beberapa hal yang menyebabkan 
masih rendahnya kualitas dan pemerataan 
pendidikan nasional antara lain adalah 
sebagai berikut:
a.	 Kurangnya tenaga pendidik yang 

mumpuni dan dapat mentransfer 
pengetahuan kepada anak didik 
serta mampu mensubstansiasikan 
nilai-nilai Pancasila dalam proses 
pembelajaran di sekolah.

b.	 Pendidikan di Indonesia masih 
dilaksanakan secara parsial, yaitu 
hanya menekankan pada dimensi 
kognitifnya saja, sedang dimensi 
afektif dan psikomotorik belum 
dilaksanakan. Misalnya, pelajaran 
agama hanya berisi penjelasan/
hafalan tentang ajaran agama 
tertentu, tetapi tidak disertai 
dengan praktik ajaran agama 
tersebut dan implementasi dalam 
kehidupan faktual.

c.	 Dalam kehidupan bermasyarakat 
di sekolah dan dalam proses 
pembelajaran di kelas, nilai-nilai 
Pancasila belum secara sadar dan 
sungguh-sungguh di potensiasikan, 
sehingga dalam kehidupan ber-
masyarakat kecenderungan kurang 

	 menghargai kebebasan beragama dan 
berkeyakinan serta kebhinnekaan. 
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Hal ini mengakibatkan terjadinya 
bibit anarki terhadap keyakinan 
yang berbeda.

d.	 Kurangnya sosok keteladanan 
sebagai panutan serta maraknya 
fenomena kekerasan seksual 
terhadap anak usia sekolah, 
tawuran antar-pelajar/mahasiswa 
yang menunjukkan adanya kemerosotan 

	 moral, sehingga diperlukan “perbaikan” 
melalui sistem pendidikan yang 
dimulai dari tingkat dasar dan 
menengah.

e.	 Kurangnya infrastruktur, suprastruktur 
dan sarana prasarana serta tenaga 
pendidik yang mau bertugas di 
daerah pedalaman khususnya di 
wilayah Indonesia bagian timur.

	 Jika kita teliti lebih jauh satu 
demi satu berbagai permasalahan 
yang terjadi di Indonesia, 
maka sudah seharusnya kita 
memberikan prioritas bagi 
pembangunan manusia Indonesia 
yang berkarakter Pancasila, agar 
peradaban bangsa Indonesia tidak 
hancur, sehingga tidak terjadi 
penyesalan dikemudian hari, 
setelah anak menjadi dewasa dan 
berperilaku tidak baik. Pendidikan 
sejak masa sekolah dasar dan 
menengah menjadi andalan dalam 
pembentukan karakter yang baik. 
Hal ini sangat urgensi pembangunan 
(kembali) karakter bangsa yang 
berlandaskan 4 (empat) konsensus 
bangsa yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, 
NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Upaya
Arah kebijakan pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya yang 
berkarakter Pancasila adalahmenjadikan 

setiap individu Indonesia memiliki 
karakter Pancasila melalui pendidikan 
Pancasila, dengan memperhatikan 
prinsip-prinsip dasar yang strategis 
yaitu mengutamakan kepentingan 
nasional. UUD NRI 1945 mengamanatkan 
bahwa Kepentingan Nasional haruslah 
diutamakan, sebagaimana tercantum 
dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang 
salah satunya adalah mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Artinya setiap 
individu khususnya yang berada pada 
usia sekolah, hendaknya mendapat 
kesempatan yang sama untuk 
bersekolah. Dalam membangun manusia 
Indonesia yang berkarakter Pancasila 
perlu dilakukan  berbagai upaya antara 
lain :
a.	 Mengutamakan Kepentingan Nasional 

Melakukan sosialisasi yang ber-
kesinambungan tentang kepentingan 
nasional, sehingga setiap elemen 
masyarakat menyadari, bahwa 
kepentingan nasional adalah diatas 
kepentingan  pribadi dan golongan.
Kepentingan nasional merupakan 
prioritas, setiap kegiatan yang dilakukan, 
baik oleh pemerintah maupun swasta 
harus melalui kajian yang serius dan 
mengutamakan kepentingan nasional, 
sehingga kegiatan yang merugikan 
kepentingan nasional, harus dihentikan 
secara berani dan tegas, tidak ada 
toleransi dan terbuka secara nasional, 
agar masyarakat mengetahuinya dan 
dapat diambil langkah-langkah yang benar.

b.	 Internalisasi Nilai-nilai Pancasila
Dunia pendidikan merupakan media 

yang paling efektif dalam menanamkan 
dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila, 
karena dunia pendidikan merupakan 
konstruksi dunia nyata dalam komunitas 
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terbatas. Dalam hal ini, apa yang terjadi 
di dunia luar, dalam dunia pendidikan 
(biasanya diwakili oleh sekolah), terjadi 
interaksi inter dan sekaligus intra 
personal di dalamnya. Dalam interaksi 
orang per orang perlu memiliki nilai-
nilai tertentu yang disepakati dan 
dihormati bersama.Oleh karena itu, 
dalam penerapan nilai-nilai dalam 
segala sendi kehidupan seperti dalam 
konteks totalitas proses psikologis dan 
sosial kultural dapat dikelompokkan 
dalam : Olah Hati (Spiritual and 
Emotional Development), Olah Pikir 
(Intellectual Development), Olah Raga 
dan Kinestetik (Physical and Kinestetic 
Development) serta Olah Rasa dan 
Karsa (Affective and Creativity 
Development), dengan “aturan main” 
yang telah disepakati dan dihormati 
bersama yaitu Pancasila sebagai 
falsafah bangsa.Potensiasi nilai-nilai 
Pancasila dalam proses pembelajaran 
di kelas memerlukan pengelompokan 
yang akan sangat berguna, yaitu : 
proses intervensi (pembelajaran, 
pemodelan dan penguatan) dan proses 
habituasi(pensuasanaan,pembiasaan 
dan penguatan) yang bermuara menjadi 
karakter. Melalui proses internalisasi 
dan personalisasi pada diri anak didik 
akan menjadikan anak didik yang 
berkarakter Pancasila.

Setiap siswa didik mendapat 
pengajaran Pancasila dalam sekolah, 
maka perlu dilakukan hal-hal yang secara 
langsung dapat mengimplementasikan 
pendidikan tersebut dalam tingkah 
laku dan perbuatan sehari-hari. 

Diadakan program yang sifatnya 
mempersatukan seluruh siswa dalam 
keberagaman agama yang dianut. 
Memberikan kesempatan kepada anak-
anak mengikuti suatu program seminar 
di sekolah, dengan narasumber para 
pemuka agama dari berbagai agama, 
mendengarkan substansi dari berbagai 
agama dan mengarahkan, agar para 
peserta didik saling menghormati, 
saling menghargai dan saling mencintai 
satu sama lain meskipun beragam 
agama yang dianut. 

Proses internalisasi nilai-nilai 
Pancasila pada awalnya ditanamkan 
ke dalam diri masing-masing individu, 
kemudian nilai-nilai yang sudah mengkristal 
dalam diri anak didik dituangkan 
kembali dalam perbuatannya, di-
implementasikan melalui proses 
penuangan konsep ke dalam bentuk 
perbuatan (transforming concepts into 
action)yang sangat sesuai dengan ciri-
ciri karakteristik anak didik pendidikan 
dasar dan menengah. Menurut Piaget 
Tahapan Operasional Formal adalah: 
“Tahapan dimana anak didik sudah mulai 
berpikir abstrak dan mampu berhipotesis, 
mampu memikirkan sesuatu yang akan 
atau mungkin terjadi, serta mampu 
berpikir secara sistematik untuk 
memecahkan masalah”.

Pancasila sebagai landasan cita-
cita nasional seharusnya selalu di-
gunakan sebagai pedoman dan 
pertimbangan dalam memecahkan 
berbagai permasalahan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Keutuhan 
sila Pancasila mengandung nilai-
nilai universal yang dapat dijadikan 
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pedoman dalam menyelesaikan 
berbagai permasalahan, domestik, 
regional maupun global. Pancasila 
menjadi landasan dalam pola pikir, 
pola sikap dan pola tindak seseorang 
di masa mendatang yang dimulai dari 
pendidikan sekolah dasar dan sekolah 
menengah. 

c.	 Mendorong agar kualitas anak 
didik meningkat
Setiap individu terutama dalam usia 

sekolah dasar dan menengah hendaknya 
mendapat kesempatan yang sama untuk 
menikmati pendidikan. Pendidikan 
dimaksud adalah pendidikan yang 
memiliki kualitas yang baik, sehingga 
dapat menghasilkan manusia Indonesia 
unggulan. Akan tetapi tidak kalah 
penting adalah bagaimana menciptakan 
manusia Indonesia yang pintar dan 
cerdas, namun tidak meninggalkan 
perilaku atau karakter yang baik, 
karakter Pancasila sebagai falsafah 
bangsa Indonesia. 

Sekolah sebagai tempat pendidikan 
hendaknya memiliki standar yang baku, 
sehingga kualitas dari semua sekolah 
memiliki kesamaan, dengan fasilitas 
yang juga memadai, sehingga anak 
didik dapat melaksanakan program 
belajar dengan baik, tanpa harus 
bersaing dalam memilih sekolah. 
Untuk itu, mutu semua sekolah harus 
diperhatikan sehinggamemiliki kualitas 
yang baik. Sarana dan prasarana yang 
memadai juga harus tersedia, sehingga 
anak didik dapat belajar dengan baik.

Dalam membentuk karakter yang 
baik pada anak didik, tenaga pendidik 

harus mampu menjelaskan atau 
mengklarifikasikan kepada anak didik 
secara terus menerus tentang berbagai 
nilai baik dan buruk. Usaha ini bisa 
dibarengi pula dengan langkah-langkah : 
memberi penghargaan (prizing) dan 
menumbuhsuburkan (cherising) nilai-
nilai baik dan sebaliknya mengecam 
dan mencegah (discouraging) nilai-
nilai buruk; menegaskan nilai baik dan 
buruk secara terbuka dan kontinu; 
memberikan kesempatan kepada anak 
didik  memilih berbagai alternatif 
sikap dan tindakan berdasarkan nilai; 
melakukan pilihan secara bebas 
setelah menimbang dalam-dalam 
berbagai konsekuensi dari setiap 
pilihan dan tindakan; membiasakan 
bersikap dan bertindak atas niat dan 
prasangka baik (husnudzon) dan tujuan 
ideal; membiasakan bersikap dan 
bertindak dengan pola-pola baik yang 
diulangi terus menerus dan konsisten.
Pendidikan karakter Pancasila selain 
harus diselenggarakan melalui lembaga 
pendidikan, mesti pula melibatkan 
semua pihak; rumahtangga dan keluarga 
serta lingkungan sekolah maupun 
keluarga lebih luas (masyarakat).
Karena itu, langkah pertama yang harus 
dilakukan adalah menyambung kembali 
hubungan dan educational networks.
Dengan demikian diharapkan anak 
didik di masa depan menjadi manusia 
Indonesia seutuhnya dengan karakter 
yang baik berlandaskan Pancasila. 

d.	 Pemerintah Pusat dan Daerah 
harus mengambil tanggung jawab 
dalam Pendidikan di wilayahnya
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Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
mempunyai tugas dan tanggung jawab 
menjadikan pendidikan sebagai salah 
satu program prioritas yang harus 
dikawal untuk keberhasilannya antara 
lain :

1)	 Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan menetapkan target 
muatan materi pendidikan 
berkarakter bangsa serta 
tingkat partisipasi pendidikan 
pada semua jenjang dan jenis 
pendidikan yang harus dicapai 
pada tingkat nasional.

2)	 Pemerintah dan pemerintah 
daerah mengalokasikan anggaran 
pendidikan, agar sistem 
pendidikan nasional dapat 
dilaksanakan secara efektif, 
efisien dan akuntabel.

3)	 Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan melakukan koordinasi 

	 dengan Kementerian dan 
Lembaga terkait dalam 
menetapkan kebijakan untuk 
menjamin peserta didik 
memperoleh akses pelayanan 
pendidikan bagi peserta didik, 
orang tua/walinya tidak mampu 
membiayai pendidikan, peserta 
didik pendidikan khusus, dan/
atau peserta didik di daerah 
khusus.

4)	 Pemerintah melakukan dan/
atau memfasilitasi penjaminan 
mutu pendidikan dengan ber-
pedoman pada kebijakan 
nasional pendidikan dan 
Standar Nasional Pendidikan

	 Setiap lembaga pendidikan 

harus dapat berkompetisi 
secara sehat untuk menjadikan 
generasi penerus yang ber-
kualitas dan berakhlak mulia. 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah haruslah selalu melakukan 
monitoring dan evaluasi terhadap 

	 pelaksanaan pendidikan yang 
telah dilakukan dalam wilayah 
tanggung jawabnya.

e.	 Tenaga Pendidik yang Berkualitas
Hendaknya terus dikembangkan 

kemampuan tenaga pendidik, karena 
salah satu kunci keberhasilan 
pendidikan adalah bagaimana tenaga 
pendidikan yang berkualitas dapat 
mentransfer knowledge kepada anak 
didiknya. Selain itu tenaga pendidik 
juga perlu di upgrade untuk meningkatkan 
kemampuan diri, jangan pernah merasa 
cukup dengan ilmu yang dimiliki, selalu 
menyadari dan peka terhadap situasi 
dan kondisi serta perubahan yang sangat 
cepat, dengan tetap meningkatkan 
moral, agar dapat menjadi teladan 
bagi anak didik. Setiap guru dan tenaga 
kependidikan lain di lingkungan sekolah 
hendaklah mampu menjadi “uswah 
hasanah” yang hidup (living exemplary) 
bagi setiap peserta didik. 

Tenaga pendidik haruslah menyadari 
tanggung jawabnya dalam menjalankan 
tugas dan pekerjaannya dengan baik, 
menyayangi dan mencintai anak didiknya, 
dengan sikap yang lemah lembut, 
sabardan tidak bersikap kasar, sehingga 
seorang anak didik merasa termotivasi 
untuk terus belajar menuntut ilmu, 
tanpa rasa enggan dan takut. 
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f.	 Kurikulum 2013
Kurikulum 2013 yang segera akan 

diimplementasikan, haruslah senantiasa 
disosialisasikan, sehingga masyarakat 
siap untuk mendukung keberhasilan 
kurikulum baru ini. Finansial dalam 
mendukung pelaksanaan kurikulum 
2013 ini hendaknya tersedia secara 
memadai, sehingga tidak sulit dan 
tidak ada alasan untuk menunda 
dan diharapkan dengan kesiapan 
dalam berbagai segi akan membawa 
keberhasilan pelaksanaan kurikulum 
2013 dan generasi Indonesia mendatang 
siap dalam menghadapi masa depan 
yang lebih baik. 

Kurikulum 2013 yang memuat 
“cara” yang lebih tepat untuk 
menjadikan anak didik lebih pintar tanpa 
meninggalkan pola perilaku manusia 
Indonesia, diharapkan substansi yang 
terkandung dalam kurikulum ini benar-
benar memenuhi kebutuhan pendidikan 
dalam upaya menjadikan manusia 
Indonesia yang cerdas dan berakhlak 
mulia di masa mendatang.	

Kesimpulan
Dari analisis kondisi saat ini dan 

kebutuhan dimasa mendatang dapat 
disimpulkan beberapa hal:
a.	 Merubah paradigma pendidikan dasar 

menjadi lebih integratif, dengan 
pendidikan terpadu diharapkan 
akan dapat mengantarkan kepada  
pendidikan lebih bermakna dan 
bermanfaat serta akan memberikan 
dampak kepada  tebentuknya jadi 
diri/ karakter masyarakat Indonesia 
yang sebenarnya. 

b.	 Pembangunan  karakter bangsa 
memang harus dimulai dari 
membangun individu masyarakat 
Indonesia secara berkesinambungan 
dan terus-menerus, membangun 
karakter tidak bisa dilakukan secara 
cepat dan instan dalam rangka 
mewujudkan Ketahanan Nasional. 

c.	 Sesuai dengan situasi dan kondisi 
Indonesia serta untuk meningkatkan 
kualitas SDM-nya, maka pendidikan 
adalah hal yang penting. Namun 
pendidikan disini bukan hanya 
menjadikan manusia Indonesia yang 
canggih dalam teknologi karena 
kemampuannya yang baik hasil dari 
pendidikan saja, namun yang tidak 
kalah pentingnya adalah bagaimana 
menjadikan manusia Indonesia 
berkarakter yang baik pula, sesuai 
falsafah Pancasila, sehingga 
membangun manusia Indonesia 
yang berkarakter Pancasila. 
Tujuan pendidikan sesuai dengan 
visi Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan yaitu menghasilkan 
insan cerdas yang kompetitif 
yang memiliki 3 kompetensi (ASK) 
yaitu Kompetensi Attitude (sikap), 
Kompetensi Skill (ketrampilan), 
Kompetensi Knowledge (ilmu 
pengetahuan). 

d.	 Lembaga pendidikan harus 
menciptakan peserta didik yang 
punya jiwa Pancasila, akhlak 
yang baik (beriman, jujur dan 
santun), mandiri, kreatif, inovatif 
dan gemar menuntut ilmu serta 
mengembangkannya maupun cinta 
tanah air. Untuk menjadikan 
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manusia Indonesia dengan kriteria 
pintar dan berkarakter baik, maka 
peletakan dasar pada pendidikan 
tingkat sekolah dasar dan tingkat 
sekolah menengah harus menjadi 
prioritas. 

e.	 Pendidikan 9 s.d 12 tahun hendak-
nya benar-benar dapat menjangkau 
seluruh wilayah tanah air secara 
adil dan merata.  Pancasila agar 
benar-benar dapat dimasukkan 
sebagai bagian yang penting 
dalam pendidikan dasar dan 
menengah melalui berbagai mata 
pelajaran yang terkait, sehingga 
setiap anak didik pada tingkat 
sekolah dasar dan menengah dapat 
mengerti, memahami serta mampu 
mengimplementasikan dalam 
perilaku sehari-hari.

f.	 Para stakeholders harus secara 
bersama-sama bergandeng tangan 
untuk mempersiapkan generasi 
mendatang melalui pendidikan 
yang lebih baik, sehingga dapat 
menghasilkan kualitas yang baik 
pula serta berkarakter Pancasila.

g.	 Kurikulum 2013 yang segera akan 
diimplementasikan, hendaknya 
benar-benar dapat diaplikasikan, 
dimengerti, dipahami serta 
menjadi basic dalam proses belajar 
mengajar, agar tidak menjadikan 
perdebatan yang berkepanjangan, 
oleh sebab itu sosialisasi kurikulum 
baru ini hendaknya dapat 
dilaksanakan secara terus menerus 
dan berkesinambungan serta pejabat 
terkait dapat memberikan informasi 
yang akurat pada masyarakat luas.

h.	 Untuk mendapatkan hasil yang 
optimal, maka berbagai kendala 
dan hambatan yang mungkin terjadi 
perlu diantisipasi dan bagaimana 
solusinya, terhadap berbagai hal, 
antara lain :
1)	 Mempersiapkan legislasi yang 

mendukung dan melandasi 
pengimplementasian kurikulum 
2013 bagi pendidikan dasar dan 
menengah.

2)	 Menciptakan para tenaga didik 
yang kompeten.

3)	 Advokasi serta sosialisasi program- 
program pendidikan secara tepat.

4)	 Mempersiapkan sarana prasarana 
pendukung kelancaran program- 

	 program pendidikan serta dukungan 
infra dan suprastruktur bagi 
pelaksanaan belajar mengajar 
yang merata diseluruh tanah air.

5)	 Mempersiapkan dana pendukung 
yang memadai

Saran/Rekomendasi
Berdasarkan pembahasan di atas, 

perlu disampaikan beberapa rekomendasi 
sebagai bahan masukan dalam merumuskan 
kebijakan terkait dengan pembangunan 
manusia Indonesia yang berkarakter 
Pancasila melalui Pendidikan Dasar dan 
Menengah, antara lain:
a.	 Perlu dilakukan perubahan paradigma 

sistem pendidikan nasional yang 
ideal, pada pendidikan dasar 
dan menengah pada tataran 
nasional maupun pada tataran 
satuan pendidikan, sehingga 
mampu membangun manusia yang 
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berkarakter Pancasila. Sekolah 
bukan sekedar tempat transfer 
of knowledge serta menciptakan 
masyarakat terpelajar (educated 
people) saja, tetapi juga meng-
usahakan proses pembelajaran 
yang berorientasi pada nilai (value-
oriented enterprise) serta menjadi 
living exemplary untuk mengontrol 
pola perkembangan kebudayaan 
dan peradaban. Wajib belajar 9 
(sembilan) sampai 12 (dua belas) 
tahun sebagai formative years 
adalah waktu untuk membentuk 
karakter. Dengan hakikat pendidikan 
serta metodologi yang tepat 
dalam mengajarkan nilai, sikap 
dan perilaku, maka pada usia 
tersebut diharapkan dapat dibangun 
intellectual curiosity dan common 
sense yang melekat dalam diri 
manusia, sebagai bekal kehidupan 
yang lebih baik di masa mendatang. 

b.	 Perlu dilakukan penguatan substansi 
sistem pendidikan dasar dan 
menegangah sebagai proses harus 
juga berupa pendidikan seutuhnya 
yaitu pendidikan sebagai proses 
komprehensif yang mencakup ketiga 
aspek dari kompetensi pendidikan, 
yaitu pengetahuan, keterampilan 
dan sikap. Hal ini dapat dilakukan 
dengan mensubstansiasikan nilai-
nilai Pancasila dalam proses 
pembelajaran di sekolah, melalui 
proses internalisasi nilai-nilai 
Pancasila, sehingga mengkristal 
dalam diri anak didik dan dituangkan 
kembali dalam perbuatan nyata 
(transforming concepts into action). 
Dapat dikatakan, bila seseorang 

telah dapat menginternalisasi nilai-
nilai substansiasi Pancasila dalam 
kehidupan nyata, maka dengan 

	 sendirinya orang tersebut telah 
berkontribusi memperkuat Ketahanan 

	 Nasional Indonesia. Jadi, semakin 
banyak orang Indonesia berkontribusi 
memperkuat Ketahanan Nasional, 
maka Ketahanan Nasional Indonesia 
menjadi semakin kuat. Menurut 
Friedman (2005) bahwa Critical 
Mass of Quality (CMQ) adalah 
syarat efektivitas dalam dunia 
yang datar dan yang mendatarkan 
dunia. Di dunia yang datar, ketika 
kuantitas dihubungkan dengan 
kualitas dalam suatu kegiatan 
dan dalam perencanaan strategik, 
maka kuantitas menjelma menjadi 
critical mass untuk menjadi 
signifikan dan mengimbangi nilai 
kualitas. Kuantitas dan kualitas 
adalah dua dimensi dari satu 
realitas yang utuh, apabila salah 
satu tidak ada, maka realitas itu 
akan terdistorsi, menjadi tidak 
sahih atau hilang. Pemahaman 
hubungan antara kuantitas dan 
kualitas sangat krusial serta 
menentukan kinerja, apabila ter-
lampau menekankan yang satu 
terpisah dari yang lain, selama itu 
hasilnya akan tetap inefektif. Hal ini 
berarti, bahwa kualitas itu inheren 
dalam kuantitas yang massif. Untuk 
itu, dunia pendidikan baik formal, 
informal dan non formal adalah 
tempat yang tepat untuk menyemai 
bibit Critical Mass of Quality(CMQ) 
dalam rangka Ketahanan Nasional.
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c.	 Perlu dilakukan Pembinaan kompetensi 
profesional guru dan calon 
guru dilakukan secara rutin dan 
berkesinambungan, sehingga meng-
hasilkan tenaga pendidik yang 
berkualitas.

d.	 Perlu kewaspadaan dan pembinaan 
terhadap sekolah-sekolah internasional 

	 yang justru telah melaksanakan 
pendidikan seutuhnya (komprehensif) 

	 yang mengintegrasikan dimensi 
meliputi pengetahuan, keterampilan 
dan sikap, tetapi kurang membekali 
siswa dengan pendidikan karakter 
yang bersumber dari nilai-nilai 
Pancasila dan lebih mengutamakan 
pendidikan karakter global yang 
bernuansa liberal dan kapitalis. 
Jika tidak dilakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap sekolah-
sekolah internasional, tersebut 
dikhawatirkan satu generasi 
Indonesia ke depan akan dikuasai 
dan dipimpin oleh lulusan/output 
sekolah-sekolah internasional 
yang memang lebih unggul dalam 
kualitas akademik dan keterampilan 
manajerial tetapi lemah dalam 
karakter dan  wawasan kebangsaan.   

e.	 Diperlukan model atau acuan 
yang dapat diteladani oleh siswa 
melalui pendekatan modelling atau 
exemplary, yakni mensosialisasikan 
dan membiasakan lingkungan 
sekolah untuk menghidupkan dan 
menegakkan nilai akhlak, budi 
pekerti dan moral yang benar 
melalui model atau teladan. Setiap 
guru dan tenaga kependidikan lain 
di lingkungan sekolah hendaklah 
mampu menjadi model living 

exemplary bagi setiap peserta 
didik. 

f.	 Perlu adanya wacana Civic 
Inteligence: civic rights dan 
responsibility; sebagai alat ukur 
pemahaman anak didik Indonesia 
sebagai warga negara Indonesia. 
Civil Intelligence tumbuh dan 
berkembang dalam budaya lokal, 
sebagai bingkai Ke-Indonesiaan 
dan seterusnya dikembangkan 
sebagai bingkai global. Civic 
Intelligence diharapkan akan 
memampukan anak didik Indonesia 
sebagai warganegara mengerti 
tentang hak, kewajiban dan 
tanggung jawabnya sebagai Warga 
Negara Indonesia, sehingga mampu 
membedakan konsep benar/salah 
dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang tidak mudah diadu 
domba.
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Penanganan Illegal Migrant 
dalam Rangka Menjaga 

Ketahanan Nasional
Latar Belakang

Illegal Migrant merupakan salah 
satu masalah yang dihadapi bangsa 
Indonesia saat ini dan dari tahun 
ke tahun jumlah illegal migrant 
yang masuk ke Indonesia semakin 
meningkat. Sementara itu, kemampuan 
pemerintah beserta lembaga lain yang 
menangani illegal migrant terbatas 
dan belum mampu menyelesaikannya 
secara tuntas. Akibatnya, persoalan 
illegal migrant di Indonesia semakin 
membesar dan sulit diselesaikan. Salah 
satu alasan yang menjadikan Indonesia 
tidak kuasa menahan masuknya illegal 
migrant ke Indonesia diantaranya 

adalah alasan kemanusiaan karena 
Indonesia menghormati HAM dan 
meratifikasi Konvensi HAM Tahun 1948. 
Penghormatan kemanusiaan tersebut, 
ternyata telah mengakibatkan begitu 
banyaknya illegal migrant yang masuk ke 
Indonesia dan tentunya hal ini semakin 
menambah beban bangsa Indonesia, 
baik dari sisi ideologi, politik, ekonomi, 
sosial budaya, maupun pertahanan dan 
keamanan.

Pada prinsipnya, sesungguhnya 
Indonesia bukan negara migran 
(non-immigrant state). Oleh karena 
itu, Indonesia tidak meratifikasi 
Konvensi Wina 1951 dan Protocol 1967 
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tentang pengungsi, dengan demikian 
Indonesia dapat menolak kedatangan 
illegal migrant tersebut dengan 
pertimbangan kepentingan nasional. 
Hal itu sebagaimana diberlakukan 
oleh Malaysia, Singapura maupun 
Australia. Bahkan kondisi terkini 
memperlihatkan Australia membiarkan 
sembilan pelaku illegal migrant tewas 
tenggelam sebelum sampai di daratan 
Australia (Kompas, 2013). Hal ini 
memperlihatkan, bahwa kepentingan 
negara oleh Australia lebih utama dari 
sekedar rasa kemanusiaan. Bahkan, 
kondisi terkini tampak adanya indikasi 
Australia menggunakan Indonesia 
sebagai pangkalan para illegal migrant 
dengan beragam cara, termasuk 
menggunakan institusi secara legal 
dengan berkedok pemberian bantuan 
ataupun kerjasama tertentu, supaya 
para illegal migrant tidak sampai 
ke daratan Australia. Komitmen dan 
kejelasan kebijakan pemerintah dalam 
penanganan illegal migrant menjadi 
tanda tanya besar bagi sebagian pihak 
yang mencintai negeri ini.

Luasnya wilayah Indonesia dan disertai 
keterbatasan kekuatan penjagaan, baik 
di darat, laut dan udara, kurangnya 
sinergitas lembaga yang terkait untuk 
menangani masalah illegal migrant, 
seperti: aparat penjagaan perbatasan 
TNI, Polri, Imigrasi, Bakorkamla, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 
dan berbagai lembaga/institusi terkait 
lainnya serta lemahnya teknologi untuk 
memantau seluruh wilayah Nusantara, 
menjadikan Indonesia sangat rentan 
terhadap masuknya illegal migrant. 

Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, 
dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas 
nasional yang pada muaranya dapat 
melemahkan Ketahanan Nasional. 

Sulitnya pemerintah Indonesia 
menangani illegal migrant dikarenakan 
beberapa hal, seperti: belum adanya 
perundangan yang secara tegas mengatur 
kewenangan penanganan tindak illegal 
migrant, belum adanya perjanjian 
ekstradisi dengan negara asal dan tidak 
adanya penyelesaian yang memberikan 
efek jera terhadap para pelaku yang 
terkait dengan tindak illegal migrant. 
Penanganan terhadap illegal migrant 
oleh pemerintah sejauh ini belum 
memberikan efek jera, hal ini sangat 
bertolak belakang dengan langkah yang 
diambil oleh pemerintah China dan 
Malaysia yang menghukum para pelaku 
illegal migrant dan sindikatnya dengan 
tindakan yang tegas dan hukuman yang 
berat, sehingga mereka tidak berani 
masuk batas negara yang bersangkutan. 

Lemahnya skill illegal migrant telah 
banyak menimbulkan permasalahan 
dan apabila tidak ada tindakan khusus 
bukan tidak mungkin akan berdampak 
buruk pada aspek ketahanan nasional. 
Keberadaan “United Nations High 
Commissioner for Refugees” (UNHCR) 
dan “International Organization for 
Migration” (IOM) serta semakin 
banyaknya fasilitas Rumah Detensi 
Imigrasi (RUDENIM) telah menjadikan 
Indonesia sebagai lahan yang nyaman 
bagi para illegal migrant dan terbukti 
telah memunculkan modus bisnis dalam 
ranah illegal migrant. Disinyalir, banyak 
pejabat maupun institusi tertentu yang 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 17 | Maret 2014 55

ikut menikmati keberadaan illegal 
migrant ini. 

Sehubungan dengan itu, diperlukan 
perhatian khusus dari pemerintah 
melalui penetapan kebijakan yang 
komprehensif, holistik dan tegas guna 
menangani tindak illegal migrant 
sebelum menjadi isu dan permasalahan 
bangsa. Pengawasan, penegakan hukum 
dan sinergitas lintas sektoral yang jelas 
dan tegas, sangat diperlukan dalam 
menangani tindak illegal migrant 
guna menjaga kekokohan ketahanan 
nasional.  

Permasalahan
Berdasarkan kondisi obyektif, akar 

permasalahan yang menjadi penghambat 
upaya penanggulangan illegal migrant 
di Indonesia salah satunya adalah 
belum adanya “kebijakan dan strategi” 
yang komprehensif tentang bagaimana 
penanganan illegal migrant di Indonesia. 
Secara lebih rinci kebijakan dan strategi 
tersebut, berkaitan dengan siapa yang 
akan diberikan wewenang melakukan 
penanggulangan, apa yang menjadi 
prioritas, dan bagaimana metoda yang 
tepat untuk menanggulanginya (dari 
hulu yaitu negara asal migran sampai ke 
hilir, yaitu Indonesia yang merupakan 
tempat bagi para illegal migrant). 
Berangkat dari uraian di atas, maka 
pokok-pokok persoalan yang dapat 
dirumuskan adalah sebagai berikut:
a.	 Faktor pendorong (push factor) dan 

faktor penarik (pull factor) apa 
sajakah yang menjadikan Indonesia 
sebagai negara tujuan dan negara 
transit bagi illegal migrant?

b.	 Bagaimana kebijakan, strategi, dan 
upaya penanganan illegal migrant 
yang masuk ke Indonesia?

Kasus-Kasus yang Terjadi di Indonesia
Fenomena illegal migrant telah 

menjadi isu internasional. Mengapa 
disebut illegal migrant? karena 
keberangkatan dan cara mereka 
masuk ke negara lain tidak melalui 
proses resmi yang menjadi standar 
internasional, yaitu harus diorganisir 
oleh IOM dan UNHCR. Para illegal 
migrant yang datang ke Asia Tenggara 
dan khususnya ke Indonesia, sebenarnya 
hanya untuk transit dan selanjutnya 
berusaha untuk sampai di Australia 
dengan berbagai cara. Kondisi ini 
dimanfaatkan oleh para penyelundup 
(smuggler) untuk mendapatkan 
keuntungan, yaitu dengan cara 
membantu menyeberangkan dengan 
menggunakan perahu ke Australia 
dari beberapa pantai di Indonesia. 
Panjangnya garis pantai Indonesia dan 
jaringan smuggler yang terorganisir 
begitu rapih, telah mempersulit upaya 
pencegahan dan penindakan terhadap 
praktik penyelundupan migran ke 
Australia. 

Terdapat banyak modus yang 
digunakan oleh para pelaku illegal 
migrant ini, diantaranya dengan 
menggunakan perahu nelayan yang 
rata-rata berukuran 15 x 3 meter dan 
dinahkodai oleh Anak Buah Kapal (ABK) 
berkewarganegaraan Indonesia. Para 
migran tersebut, melewati Samudera 
Indonesia selama beberapa hari 
sampai akhirnya diamankan oleh patrol 
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Angkatan Laut Australia. Selain itu, 
terdapat pula modus baru, di mana para 
migran menyeberang ke Indonesia dan 
menghilangkan semua dokumen dengan 
dibuang ke laut, sehingga ketika petugas 
patrol, baik dari TNI Angkatan Laut 
maupun dari Polisi Perairan menangkap 
mereka, maka akan kesulitan untuk 
melakukan identifikasi terhadap 
masing-masing migran.  Bahkan, tidak 
jarang dari mereka telah mengubah 
identitas dirinya ketika sudah berada di 
Indonesia.

Pada sisi lain, ketika para illegal 
migrant berhasil melewati perbatasan 
Indonesia tanpa diketahui oleh petugas 
patroli, mereka akan menuju ke 
rumah-rumah penampungan yang telah 
disiapkan oleh smuggler. Kadang kala, 
mereka harus menunggu beberapa 
minggu di penampungan sampai 
smuggler dan jaringannya telah siap 
untuk memberangkatkan ke Australia 
dengan menggunakan perahu.

Maraknya illegal migrant yang 
masuk ke Indonesia dipengaruhi oleh 
berbagai faktor. Faktor–faktor tersebut 
dapat di bedakan antara push factor 
dan pull factor. Kelompok yang menjadi 
push factor atau faktor pendorong 
antara lain:
a.	 Kondisi keamanan di negara asal 

illegal migrant yang tidak kondusif 
karena konflik yang berkepanjangan, 
baik konflik horizontal maupun 
vertical. Keadaan atau kondisi 
tersebut, menghambat aktifitas 
sosial dan ekonomi warga 
negaranya. Tidak adanya kepastian 
hukum dan perlindungan terhadap 

keselamatan warga negaranya, 
telah mendorong mereka untuk 
keluar dari negaranya dan mencari 
suaka ke negara yang mungkin akan 
menerima mereka. Hal ini terjadi 
pada migran asal Afghanistan, 
yaitu konflik antar suku yang 
berkepanjangan;

b.	 Adanya perbedaan pandangan politik 
dengan pemerintah, misalnya para 
illegal migrant yang mengaku 
berasal dari Iran, kebijakan 
pemerintah Iran yang keras dan 
kaku dalam menerapkan aturan, 
telah mendorong para pemudanya 
keluar dari negaranya;

c.	 Adanya perbedaan perlakuan oleh 
pemerintah terhadap kelompok 
tertentu oleh pemerintah karena 
latar belakang masa lalu yang 
kemudian menjadi oposisi atau 
kelompok yang bertentangan dengan 
pemerintah, seperti Macan Tamil di 
Srilanka dan muslim Rohingya di 
Myanmar.

Sementara itu, yang menjadi pull 
factor (faktor Penarik) masuknya illegal 
migrant ke wilayah Indonesia, antara lain :
a.	 Letak geografis wilayah Indonesia 

berbatasan dengan beberapa negara, 
misalnya  dengan Australia sebagai 
negara tujuan; 

b.	 Adanya UNHCR sebagai perwakilan 
PBB yang berada di Indonesia, menjadi 
tujuan para illegal migrant untuk 
mendapatkan status pencari suaka 
dan pengungsi, disamping juga 
mendapatkan fasilitas hidup (uang 
hidup dan fasilitas lainnya).  Adanya 
jaringan penyelundup migran 
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yang berada di Indonesia, baik 
warga negara Indonesia maupun 
warga negara asing, sehingga 
mempermudah para migran untuk 
masuk ke Indonesia;

c.	 Adanya komunitas migran tertentu 
yang sudah bermukim di wilayah 
tertentu di Indonesia, misalnya di 
Puncak (Bogor), Jawa Barat, yang 
telah menjadi tujuan persinggahan 
para migran sebangsa;

d.	 Kebijakan Pemerintah yang belum 
membumi dalam hal penanggulangan 
penyelundupan migran, sehingga 
tidak semua masyarakat sensitif 
atau memahami tentang adanya 
perbuatan pidana berkaitan dengan 
kegiatan penyelundupan illegal 
migrant;

e.	 Masyarakat Indonesia yang ramah 
dan mudah dalam menerima 
orang asing yang datang, sehingga 
memberikan rasa nyaman bagi para 
migran untuk tinggal di Indonesia. 

Sikap dan komitmen pemerintah 
dalam penanggulangan masuknya 
migran gelap ke Indonesia, sebenarnya 
sejalan dengan UN Protocol tentang 
Penyelundupan Migran, hal itu selaras 
disahkannya UU RI No. 15 Tahun 
2009 tentang Ratifikasi UN Protocol 
menentang penyelundupan migran 
melalui darat, laut dan udara. Disamping 
itu, pemerintah telah mengesahkan UU 
RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
yang telah mencantumkan ketentuan 
pidana tentang penyelundupan orang
sebagaimana diamanatkan dalam UN 
Protocol. Dalam praktiknya, Pemerintah 
melalui Polri telah membentuk suatu 

Satuan Tugas Penindakan (penegakan 
hukum) terhadap tindak pidana 
penyelundupan manusia. Satuan Tugas 
ini dibentuk atas kerja sama Polri 
dan Australian Federal Police (AFP). 
Selain itu, pemerintah juga telah 
mendisposisikan penyelesaian tindak 
illegal migrant ini ke beberapa lembaga/
institusi terkait, namun demikian pada 
kenyataannya penyelesaian tindak 
illegal migrant masih terkesan bersifat 
sektoral. 

Pada sisi lain, perundang–undangan 
yang ada saat ini masih belum dapat 
mengakomodir semua permasalahan 
yang timbul sebagai akibat dari 
dampak pergerakan illegal migrant 
ke wilayah Indonesia. Apabila melihat 
permasalahan yang timbul, misalnya 
ketika terjadi sebuah peristiwa 
penyelundupan migran atau peristiwa 
tenggelamnya kapal yang mengangkut 
migran di perairan Indonesia, tampak 
telah melibatkan berbagai instansi. 
Namun di sisi lain, keterpaduan 
dan sinergitas ataupun kejelasan 
kewenangan masih sangat diperlukan. 
Peraturan perundang–undangan terkait, 
dalam hal ini UU RI No. 6 Tahun 2012 
tentang Keimigrasian, mengatur tentang 
ketentuan pidana dan tambahan tentang 
bagaimana cara dalam melakukan 
proses penegakan hukum. Sedangkan 
aspek lain, seperti permasalahan sosial 
dan politik, hubungan tata cara kerja 
antar instansi, pengaturan anggaran 
dan hal-hal lain, belum diatur secara 
spesifik.

Berbicara tentang kewenangan, 
adalah sesuatu yang berkaitan dengan 
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aturan. Oleh karena itu, sebelum 
menentukan atau mengesahkan aturan 
tentang siapa yang berwenang, 
maka yang perlu dilakukan adalah 
menginventarisir permasalahan dalam 
penanganan migran gelap tersebut. Ada 
beberapa persoalan pokok berkaitan 
dengan kewenangan, yaitu :
a.	 Kewenangan dalam melakukan 

upaya pencegahan (preemptive dan 
preventive), baik terhadap terjadinya 
kejahatan penyelundupan migran, 
kejahatan yang timbul akibat 
adanya migran di Indonesia dan 
pencegahan terhadap masuknya 
illegal migrant ke Indonesia;

b.	 Kewenangan dalam penegakan hukum;
c.	 Kewenangan dalam melakukan tindakan 

lain, seperti evakuasi migran dari 
kecelakaan, pengawasan selama 
mereka berada di Indonesia dan 
sebagainya.

Berkaitan dengan akses masuknya 
para illegal migrant, disinyalir pintu 
masuk yang biasa digunakan adalah 
Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Batam, 
Bali, perairan teluk Banten, Medan, 
Kepulauan Riau, Mataram dan beberapa 
wilayah di Indonesia Timur. Kebanyakan 
mereka masuk melalui jalur laut, tapi 
tidak jarang melalui udara. Secara 
spesifik, dari hasil kajian Kepolisian 
(2013) teridentifikasi, bahwa titik-titik 
yang berpotensi menjadi pintu masuk 
bagi migran gelap ke wilayah Indonesia, 
antara lain:
a.	 Sepanjangan pantai Timur Pulau 

Sumatera, dari wilayah pantai Barat 
Semenanjung Malaysia melalui 
selat Malaka. Wilayah tersebut, 

dapat dicapai melalui Tanjung Balai 
Asahan di Sumatera Utara, Pulau 
Rupat di Provinsi Riau, Pulau Batam 
di Kepulauan Riau.

b.	 Bandara Udara Internasional seperti 
Medan, Soekarno Hatta, Bali dan 
Makassar.

c.	 Perbatasan antara Indonesia dan 
Malaysia di Kalimantan.

d.	 Pantai Barat Sumatera, (Aceh, 
Sumatera Barat dan Bengkulu) 
sebagai sasaran pintu masuk bagi 
migran asal Srilanka dan Rohingya. 

Selain itu, Bandara Internasional 
Soekarno Hatta juga rentan dimasuki 
para illegal migrant ini, karena mereka 
bisa masuk dengan dokumen asli dan 
setelah di wilayah Indonesia, dalam 
sekejap mereka berganti identitas 
yang sulit dilacak (Ditjen Imigrasi, 
2013). Bali merupakan salah satu entry 
point favorit para illegal migrant ke 
Indonesia, karena Bali menjadi salah 
satu tujuan utama pariwisata, di mana 
siapapun yang masuk ke sana akan 
dengan mudah berbaur. 

Pemerintah dan pemerintah daerah 
memiliki tanggungjawab besar dalam 
menyelesaikan berbagai persoalan 
tindak illegal migrant ini. Walaupun 
mereka ada yang ditempatkan di 
Rudenim, tetapi hal itu tetap saja 
menjadi beban bagi bangsa Indonesia 
ke depan. Data yang tercatat di Ditjen 
Imigrasi (2013), bahwa para migran 
yang berada di Rudenim mencapai 
3.339 orang. Adapun data besaran 
para migran khususnya yang ilegal di 
tiap-tiap intitusi berbeda-beda, hal 
ini terjadi karena berbagai faktor 
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diantaranya belum adanya sistem dan 
mekanisme pendataan yang terpadu.

 Sebagai contoh, data pertanggal 30 
Maret 2013 oleh UNHCR, jumlah pencari 
suaka (asylum seeker)  sebanyak 7.288 
orang dan pengungsi (refugee) sebanyak 
1938 orang, sehingga total, menurut 
UNHCR jumlah migran yang berada 
di Indonesia sebanyak 9.226  orang. 
Sedangkan menurut data IOM pertanggal 
30 April 2013 migran yang diurus oleh 
IOM sebanyak 3.124 migran, mereka 
ditempatkan di Rudenim-Rudenim 
seluruh Indonesia dan tempat lain yang 
disetujui oleh Ditjen Imigrasi. Adapun 
menurut data di Polri pada tahun 2010 
mengamankan 2.352 migran, tahun 
2011 sebanyak 2.470 migran, tahun 2012 
sebanyak 4.525 migran dan pada tahun 
2013 sampai bulan Maret mengamankan 
illegal migrant sebanyak 1.248 orang. 
Data tersebut di atas belum termasuk 
migran yang masuk ke Indonesia secara 
ilegal dari Malaysia (transit country) 
atau langsung dari negara asal (original 
country) dan tidak mendaftar ke UNHCR 
serta tidak terintersepsi oleh Polri.

Selama ini, keberadaan migran 
yang tidak terdaftar tersebut, 
bergabung dengan para migran yang 
resmi terdaftar (pencari suaka dan 
pengungsi), seperti yang bertempat 
tinggal di kawasan Puncak, Bogor serta  
beberapa apartemen di wilayah Jakarta 
Barat dan Jakarta Utara. Kondisi ini, 
di satu sisi berimplikasi pada sulitnya 
sistem pengawasan dan di sisi lain 
menimbulkan permasalahan, yaitu 
adanya penolakan dari masyarakat dan 
juga keberatan Pemerintah Daerah 

Bogor yang wilayahnya dijadikan tempat 
penampungan migran dan meminta 
secara resmi kepada Pemerintah Pusat 
untuk segera memindahkan keberadaan 
migran dan tidak menempatkan lagi 
migran di wilayah Bogor.

Keberadaan illegal migrant yang 
tidak terkendali jumlahnya dan setiap 
tahun mengalami peningkatan akan 
membawa dampak negatif terhadap 
kondisi sosial, budaya maupun keamanan 
dan pada akhirnya dapat berakibat 
pada terganggunya Ketahanan Nasional. 
Berbagai dampak keberadaan illegal 
migrant antara lain:

1.	 Dampak Kriminalitas
Dari fakta yang terjadi selama 

ini, bahwa beberapa illegal migrant 
yang berada di Indonesia ada yang 
terlibat sebagai jaringan penyelundup 
manusia, perdagangan gelap narkotika, 
perdagangan orang maupun tindak 
pidana umum, seperti pengrusakan, 
penganiayaan dan pembunuhan.

2.	 Dampak Ekonomi
Secara ekonomis ada sebagian 

yang menganggap keberadaan illegal 
migrant menguntungkan karena dapat 
meramaikan pasar, rumah makan 
dan penginapan. Namun disisi lain, 
masuknya illegal migrant sangat 
merugikan negara, karena tidak 
memiliki visa, maupun dokumen-
dokumen lainnya. Parahnya para illegal 
migrant juga bekerja secara legal 
dengan mendirikan rumah makan, 
persewaan alat transportasi, membuka 
toko karpet maupun usaha-usaha lain 
yang dijalankan tidak dengan ijin resmi 
serta tidak membayar pajak kepada 
Pemerintah Indonesia
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3.	 Dampak Sosial Demografi dan 
Budaya
Perilaku para illegal migrant 

yang memperistri orang daerah perlu 
mendapatkan perhatian khusus terkait 
dengan legalitas dan dampaknya, 
karena setelah mereka mendapatkan 
dokumen berangkat kenegara tujuan, 
maka para istri dan anak-anaknya 
hanya ditinggalkan begitu saja, tanpa 
ada kejelasan status.

Pada sisi lain, karakteristik para 
illegal migrant sangat jauh dari nilai-
nilai dan falsafah budaya Indonesia, 
sehingga keberadaannya sangat meng-
ganggu pranata sosial masyarakat. 
Para illegal migrant yang menetap 
di Indonesia terdiri dari bermacam 
kewarganegaraan sehingga memiliki 
latar belakang, karakter dan budaya 
yang berbeda-beda. Mengingat mereka 
memiliki akses dan berinteraksi langsung 
dengan masyarakat, maka budayanya 
akan berakulturasi dengan kondisi sosial 
budaya yang ada di masyarakat, padahal 
budaya yang dibawanya tidak sesuai 
dengan budaya masyarakat Indonesia 
pada umumnya. Selain itu, para illegal 
migrant khususnya dari Timur Tengah 
memiliki basis ideologi fundamental 
yang keras, hal ini mengkhawatirkan 
manakala mereka memiliki kontak 
dengan teroris garis keras di beberapa 
wilayah di Indonesia.

Kesimpulan
Berdasarkan berbagai data, fakta, 

analisis dan pekembangan lingkungan 
nasional, regional maupun global 
sebagaimana telah diuraikan di atas, 

disampaikan beberapa kesimpulan 
sebagai berikut :
a.	 Indonesia bukan negara migran 

karena itu pemerintah harus 
meningkatkan pencegahan, agar 
illegal migrant tidak masuk ke 
Indonesia dan menyelesaikan 
berbagai permasalahan terkait 
dengan keberadaan illegal migrant 
yang sudah ada di Indonesia.

b.	 Dalam menyelesaikan persoalan 
illegal migrant di Indonesia 
hendaknya digunakan pendekatan 
Tri Partied, yaitu melakukan 
pendekatan dengan negara asal 
(country of origin), negara transit 
(country of transit) dan negara 
tujuan (country of destination) 
illegal migrant. 

c.	 Dalam menangani tindak illegal 
migrant, Indonesia dapat meng-
gunakan salah satu dari dua prinsip 
dasar yaitu:
1)	 Prinsip kedaulatan, di mana 

negara tetap mengutamakan 
tegaknya kedaulatan, sehingga 
dapat diambil langkah-langkah 
antisipatif yang tegas terhadap 
para pengungsi sebelum masuk 
ke Indonesia.

2)	 Prinsip interdependence, di mana 
pengambilan langkah dilakukan 
secara responsif terhadap 
pengungsi yang masuk dan butuh 
bantuan, sebagaimana dianut 
oleh negara-negara di Eropa, 
Amerika, Asia dan UNHCR.

d.	 Kebijakan pemerintah Indonesia 
dalam menangani illegal migrant 
harus ditangani secara terpadu 
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dan sinergis antar kelembagaan, 
regulasi, penganggaran serta 
partisipasi masyarakat yang 
peduli terhadap illegal migrant, 
sehingga akan menjaga kewibawaan 

			  dan tanggungjawab bangsa 
Indonesia di tengah tuntutan 
hukum internasional dalam 
rangka memperkokoh stabilitas 
nasional.

Rekomendasi
Merunut dari hasil kajian, dapat 

disampaikan beberapa saran/ rekomendasi 
dalam penanganan illegal migrant, 
sebagai berikut:
a.	 Kebijakan, strategi dan upaya yang 

telah dirumuskan pada bagian 
sebelumnya dalam laporan kajian ini 
hendaknya dapat dipertimbangkan 
untuk segera dilaksanakan.

b.	 Pemerintah secara rutin dan 
berkelanjutan perlu melakukan 
sweeping kepada orang asing yang 
berada di Indonesia yang tidak 
memiliki dokumen keimigrasian 
yang lengkap dan berlaku serta 
memulangkannya ke negara asalnya.

c.	 Membangun informasi yang efektif 
dan pertukaran data intelijen, 
melalui peningkatan kerjasama 
antara pemerintah Indonesia 
dengan berbagai pihak, baik 
regional maupun internasional dan 
menyebarkan informasi tentang 
kesulitan Indonesia dalam hal 
resettlement.

d.	 Meningkatkan kerjasama antar aparat 
penegak hukum, baik penegak hukum 

	 di Indonesia maupun di kawasan 
regional, dalam rangka melakukan 
ekstradisi dan melakukan penahanan 
orang yang akan diekstradisi 
berdasarkan red notice dari 
negara peminta dan provisional 
arrest (permohonan penahanan 
sementara) terhadap orang yang 
diekstradisi.

e.	 Pemerintah melalui Kementerian 
Hukum dan HAM bekerjasama 
dengan Kepolisian RI perlu 
melakukan assesment secara 
mendalam terhadap Rancangan 
Undang-Undang Imigrasi yang 
sedang dibahas di DPR, agar 
dalam Undang-Undang tersebut 
lebih mengutamakan kepentingan 
nasional.

f.	 Pemerintah dalam hal ini khususnya 
Lembaga Penegak Hukum (Polri, 
Jaksa, Pengadilan dan BIN) perlu 
mencermati, tentang langkah-
langkah yang diambil oleh negara 
yang menjadi tujuan illegal 
migrant yang berupaya memindahkan 
persoalan melalui lobi-lobi terutama 

	 dengan para pemangku kepentingan. 
Sebagaimana bantuan yang diberikan 
oleh Australia melalui berbagai 
lembaga internasional kepada 
beberapa institusi di Indonesia, 
baik institusi pemerintah maupun 
swasta/NGO yang disinyalir memiliki 
agenda jangka panjang yang dapat 
merugikan kepentingan nasional.

g.	 Peningkatan pengamanan lintas 
perbatasan, terutama pengamanan 
terhadap jalur “tidak resmi”, baik 
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melalui penambahan aparatur 
maupun penggunaan teknologi 
modern sebagai upaya pencegahan 
terhadap illegal migrant.

h.	 Pada prinsipnya Indonesia merupakan 
anggota PBB yang harus mengikuti 

aturan-aturan yang telah disepakati, 
namun demikian Indonesia juga 
berhak menentukan sesuai dengan 
kepentingan nasional.
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